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ABSTRAK 
 
AIN ULFAREZKIA HIKMAN( B 111 11 150 ) “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana” (Studi Kasus Putusan Nomor : 48/ Pid.B/ 2013 / PN.MRS) 
Dibimbing oleh Bapak H.M. Said Karim selaku pembimbing I, dan  Bapak 
Amir Ilyas selaku pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengatahui peranan Visum et Repertum 
dalam proses pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana dalam 
putusan Nomor : 48/ Pid.B/ 2013 / PN.MRS. dan untuk mengetahui 
apakah  Visum et Repertum diterapkan dalam pertimbangan hukum 
Hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan berencana dalam 
putusan Nomor : 48/ Pid.B/ 2013 / PN.MRS. 
 
Penelitian dilaksanakan di Marisa Kabupaten Pohuwato, yaitu di Polresta 
Pohuwato, Kejaksaan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato, Pengadilan 
Negeri Marisa dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato, 
dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Visum et repertum adalah alat 
bukti otentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan (surat) dan 
dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. Dalam pembuatan 
dakwaan pada kasus Putusan Nomor : 48/ Pid.B/ 2013 / PN.MRS visum et 
repertum juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu 
Hakim untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur Pasal yang dianggap 
dilanggar oleh terdakwa. KemudianTindakan Majelis Hakim di Pengadilan 
Negeri Marisa yang menjadikan visum et repertum sebagai salah satu 
dasar pertimbangan dalam memutus perkara pidana Nomor : 48/ Pid.B/ 
2013 / PN.MRS sudah sesuai dengan ketentuan Pembuktian dan Putusan 
yang dimaksud dalam KUHAP. Meskipun tidak mutlak harus ada visum et 
repertum dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk 
memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya visum et repertum itu 
tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh 
manusia. 
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ABSTRACT 
 
 
AIN ULFAREZKIA HIKMAN (B 111 11 150) " Visum et Repertum Judicial 
Review agains Crime Murder Evidence Planning Verification" (Case Study 
Decision No. 48 / Pid.B / 2013 / PN.MRS) Supervised by Mr. H.M. Said 
Karim as a mentor I, and Mr. Amir Ilyas as a mentor II. 
 
This study aims to know the role of a Visum et Repertum in the process of 
proving a criminal case of premeditated murder in the decision No. 48 / 
Pid.B / 2013 / PN.MRS. and to determine whether a Visum et Repertum is 
applied in consideration of the judge in deciding the case law of criminal 
murder in the decision No. 48 / Pid.B / 2013 / PN.MRS. 
 
The Research held at Marisa Pohuwato, located in Pohuwato Police 
Office, State Attorney Pohuwato Marisa, Marisa District Court and District 
General Hospital of Pohuwato, by using research methods of data 
collection techniques by means of literature research and field research. 
 
These results indicate that a Visum et Repertum is an authentic evidence 
made in a predetermined shape (letter) and was made by a physician as a 
competent authority. In the manufacture of the indictment in the Case 
Decision No. 48 / Pid.B / 2013 / PN.MRS Visum et Repertum also have a 
significant role in helping the judge to prove the elements of Article that 
are considered violated by the defendant. Then the action in District Court 
Judge Marisa who makes Visum et Repertum as one of the basic 
considerations in deciding a criminal case No. 48 / Pid.B / 2013 / PN.MRS 
is in conformity with the provisions of the Evidence and Decision referred 
to the Criminal Procedure Code. Although Visum et Repertum is not 
absolutely require in proving a criminal case, but to strengthen the judge's 
conviction, Visum et Repertum should still be there, especially criminal 
acts whose object is the human body. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses 
peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari 
kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal 
ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang 
dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap 
pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun 
pada tahap persidangan tersebut. 
Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum 
untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan 
untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana 
terhadap diri seseorang, hal ini sebagimana ditentukan dalam undang-
undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tiada seorang juapun 
dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat 
pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan 
bahwa seseorang yang diangggap dapat bertanggung jawab, telah 
bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.Dengan 
adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses 
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penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan 
pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang 
ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat 
bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah 
ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 
ayat 1 yang menyebutkan : 
“Alat bukti yang sah ialah : 
1. Keterangan saksi 
2. Keterangan ahli 
3. Surat  
4. Petunjuk  
5. Keterangan terdakwa 
 
Kebenaran materiil dan keadilan menjadi tujuan dalam 
rangka proses acara pidana, sehingga aparat penegak hukum, 
dituntut untuk bertindak dan melaksanakan tugas serta kewajiban 
berdasarkan hukum sebagai realisasi dari asas negara hukum. 
Salah satu upaya hakim dalam menegakkan keadilan dan 
mencari serta menemukan kebenaran materiil dalam 
menyelesaikan/memutuskan perkara pidana adalah kejelian dalam 
menggunakan alat bukti dalam proses pembuktian dimuka Sidang 
pengadilan. 
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Visum et Repertum  merupakan salah satu alat bukti yang 
sah sepanjang memuat keterangan dari dokter yang memeriksa, 
bahwa benar atau sesuai dengan apa yang dilihat dan ditemukan 
terhadap benda atau mayat yang diperiksa berdasarkan ilmu 
pengetahuan yang dokter pelajari selama berahun-tahun. 
Visum et Repertum merupakan suatu bukti surat sah, dapat 
di percaya kebenarannya oleh hakim pengadilan, hal ini sesuai 
dengan penggarisan pasal 184 KUHAP. Semenjak berlaku Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang di singkat KUHAP 
(Undang-undang No 8 Tahun 1981) ketentuan Hukum Acara Pidana 
dan Peraturan perundangan lainnya, maka ketentuan perihal macam-
macam alat bukti yang sah tentang “pembuktian” dalam proses 
pemeriksaan sidang pengadilan menjadi lengkap. 
Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu 
dibuktikan, dasar-dasar hukum tentang peranan keterangan ahli 
(pakar) itu bagi kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara 
proyustisia (bahwa penyelidikan akan dilakukan atas nama keadilan 
atau demi keadilan, sehingga proses hokum yang akan dilaksanakan, 
dilakukan dengan menjunjung prinsip keadilan bagi semua pihak 
sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku) dan pemerinksaan 
disidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk menambah 
keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. 
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Didalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dahulu, 
alat bukti keterangan ahli tidak secara tegas tidak dicantumkan 
sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya disebutkan dan disispkan 
pasal-pasal lain di luar pasal 295 HIR. 
Apabila ditinjau dari hukum acara pidana sekarang, maka 
keterangan ahli diperlukan didalam setiap tahap proses pemeriksaan, 
hal ini tergantung pada perlu tidaknya mereka melibatkan pembantu 
tugas-tugas baik penyidik, jaksa maupun hakim, terhadap suatu 
perkara pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana 
kesusilaan, dan tindak pidana kealpaan. 
Kondisi sekarang semakin modern, kebutuhan orang ahli 
semakin diperlukan kehadirannya sepeti dalam tindak pidana 
penyelundupan, kejahatan, computer, dan komponen canggih, 
kejahatan perbankan, tindak pidana tentang  hak atas kekayaan 
intelektual (HAKI), tindak pidana uang palsu, surat berharga, dan 
tindak pidana narkotika. 
Dikatakan bahwa keterangan seorang ahlii amat diperlukan 
dalam setiap tapapan pemeriksaan, oleh karena itu ia diperlukan 
dalam setiap tahapan pemeriksaan, oleh karena ia diperlukan. 
Dalam kaitannya dengan peranan ahli atau dokter ahli 
kedokteran kehakiman, ataupun para dokter ahli lainnya yang turut 
terlibat guna mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan 
(membuat lebih jelas) suatu kasus perkara pidana, maka kepada 
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penegak hukum yaitu polisi (Polri), Jaksa, Hakim dan Penasehat 
Hukum di tuntut untuk lebih meningkatkan pengetahuan selain bidang 
Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana juga ilmu pengetahuan lainnya, 
antara lain Kriminologi, Psikologi Forensik dan lain-lain. 
Para ahli tersebut membantu serta dalam penanganan 
penyidikan tindak kejahatan guna memcahkan masalah agar lebih 
tuntas dan akurat hasilnya, maka ilmu-ilmu kedokteran kehakiman 
modern denga ditinjau oleh sarana teknis laboratorium 
krimnalistik/laboratorium forensik yang canggih akan sangat berguna 
bagi tugas-tugas penyidik, jaksa, hakim dalam menangani masalah 
kejahatan yang sering terjadi di Kota Gorontalo. Apalagi seperti yang 
kita ketahui bersma, bahwa penyidikan suatu kasus  kejahatan 
khususnya di Kota Marisa tidak semata-mata hanya tergantung 
kepada saksi hidup (saksi mata) akan tetapi juga pada bukti Visum et 
Repertum yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang 
ditinggalkan oleh si pelaku atau di tempat lain. 
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Oleh karena itulah penulis tertarik memilih judul TINJAUAN 
YURIDIS TERHADAP VISUM ET REPERTUM DALAM 
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA 
(Studi Kasus Putusan Nomor : 48/ Pid.B/ 2013 / PN.MRS) dengan 
alasan-alasan sebagai berikut : 
1. Visum et Repertum adalah merupakan salah satu alat bukti yang 
diatur dalam KUHAP. 
2. Karena seringnya penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) 
membutuhkan Visum et Repertum dari seorang Dokter dalam 
proses Perkara Pidana, utamanya pada kejahatan yang 
mengakibatkan luka berat atau matinya korban. 
3. Semakin pentingnya penggunaan Visum et Repertum oleh Hakim 
dalam persidangan, terutama dalam proses pembuktian perkara 
pidana yang memperlihatkan bahwa Visum et Repertum dapat 
mencari serta menemukan kebenaran materiil.    
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
B. Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan uraian diatas, maka ada beberapa 
permasalahan pokok yang akan dicari serta diupayakan jawabannya 
melalui skripsi ini . adapun pokok permasalahannya adalah : 
1. Bagaimanakah peranan Visum et Repertum dalam proses 
pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana dalam 
putusan Nomor : 48/ Pid.B/ 2013 / PN.MRS ? 
2. Apakah Visum et Repertum diterapkan dalam pertimbangan hukum 
Hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan berencana 
dalam putusan Nomor : 48/ Pid.B/ 2013 / PN.MRS? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian           
Penulisan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak 
diwujudkan agar ini bisa menjadi bahan bacaan perbandingan literatur 
yang telah ada. 
 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
a. Untuk mengatahui peranan Visum et Repertum dalam proses 
pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana dalam 
putusan Nomor : 48/ Pid.B/ 2013 / PN.MRS. 
b. Untuk mengetahui apakah  Visum et Repertum diterapkan 
dalam pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara 
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pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor : 48/ 
Pid.B/ 2013 / PN.MRS. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun keguanaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil 
penelitian ini dapat disumbangkan guna memperkaya 
khasanah penelitian dibidang hukum pidana, khususnya 
tentang peranan Visum et Repertum dalam pembuktian tindak 
pidana pembunuhan berencana di muka sidang pengadilan, 
serta memberikan pokok-pokok pikiran kepada para penegak 
hukum berkenaan dengan peranan Visum et Repertum pada 
pembuktian suatu perkara pidana. 
b. Bagi penulis, hasil penulisan dapat menambah wawasan 
keilmuan khsusnya mengenai peranan Visum et Repertum 
dalam dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencan, 
serta merupakan sarana untuk menerapkan ilmu yang didapat 
dari masa kuliah dulu di lapangan. 
c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan pembanding atau menjadi referensi untuk hal-hal yang 
sejenis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
D. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan 
Delictum atau Delicta, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah 
Delict, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak 
pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit, yang terdiri dari tiga 
unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai pidana 
dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara 
feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau 
sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah strafbaafeit dapat 
diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 
dihukum.  
Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip 
dari buku karya Lamintang (2011:182), sebagai:  
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum.” 
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Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku 
Leden Marpaung  (2012:8) strafbaarfeit sebagai berikut : 
“strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum 
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 
sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”  
 
Sementara Jonkers dalam bukunya Amir Ilyas (2012:20) 
merumuskan bahwa : 
“Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya 
sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan 
atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.’’ 
  
Van Hamel (Andi Hamzah, 2010:96) merumuskan delik 
(strafbaarfeit) itu sebagai berikut:  
“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang, melawan hukum, yang patut dipididana dan 
dilakukan dengan kesalahan.”  
 
S.R. Sianturi (Amir Ilyas, 2012:22) merumuskan tindak 
pidana sebagai berikut:  
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, 
tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 
diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan 
dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”  
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Moeljatno (Amir Ilyas, 2012:25) menyebut tindak pidana 
sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:  
“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang 
melanggar larangan tersebut.”  
 
Andi Zainal Abidin (2007: 231-232) mengemukakan istilah 
yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:  
a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;  
b. Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik 
khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, 
orang mati;  
c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan 
perbuatan pidana juga menggunakan delik;  
d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh koorporasi orang tidak kenal menurut hukum 
pidana ekonomi indonesia;  
e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” 
(bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan 
pembuatnya).  
 
Jonkers dan Utrecht (Andi Hamzah, 2010:96) berpendapat 
rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena 
meliputi:  
a. diancam dengan pidana oleh hukum;  
b. bertentangan dengan hukum;  
c. dilakukan oleh orang yang bersalah;  
d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.  
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Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana 
(strafbaarfeit) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai 
berikut:  
a. Suatu perbuatan manusia;  
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang;  
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  
 
Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua 
yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat 
dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih 
ringan daripada kejahatan. 
Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit diatas Penulis 
lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan 
bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi  
masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan. 
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2. Unsur  - Unsur  Tindak Pidana 
Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang 
terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 
dua macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif.  
Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada 
dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :  
a. Niat;  
b. Maksud atau tujuan;  
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa);  
d. Kemampuan bertanggungjawab.  
 
Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si 
pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :  
a. Perbuatan;  
b. Akibat;  
c. keadaan-keadaan.  
 
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan 
unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana 
tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari 
tuntutan.  
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Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana 
sebagai berikut :  
a. Unsur objektif, terdiri atas :  
1) Perbuatan orang;  
2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;  
3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.  
 
b. Unsur subjektif, terdiri atas :  
1) Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;  
2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.  
 
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatan oleh 
Leden Marpaung (2005:9), bahwa unsur-unsur delik sebagai 
berikut :  
a. Unsur Subjektif  
Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the 
mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea) 
kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (Opzet) dan kelapaan (schuld).  
 
b. Unsur Objektif  
Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas :  
1) Perbuatan manusia, berupa :  
a) Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif;  
b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan;  
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2) Akibat (Result) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.  
 
3) Keadaan-keadaan (Circumstances)  
Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara 
lain:  
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;  
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;  
c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  
 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, 
yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.  
Sementara itu, menurut Moeljatno (2002:63) bahwa unsur 
atau elemen dari perbuatan pidana adalah :  
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);  
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;  
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;  
d. Unsur melawan hukum yang objektif;  
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.  
 
 
 
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana 
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Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi 
pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan 
diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana.  
Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih 
tepat terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat 
suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum kedalam 
dua macam “Onrecht”, yang mereka sebut ”Crimineel Onrecht” dan 
“Policie Onrecht”. Crimineel Onrecht adalah setiap tindakan 
melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan 
dengan “Rechtsorde” atau “tertib hukum” dalam arti yang lebih luas 
daripada sekedar “kepentingan-kepentingan”, sedang ”Police 
Onrecht” adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut 
sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan 
yang terdapat di dalam masyarakat”.  
Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang hukum 
pidana kita telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang 
mereka sebut Rechtsdelicten dan Wetsdelicten.  
Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataanya 
mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada 
umumnya menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, 
misalnya tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan 
Wetsdelicten tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan 
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hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan 
perundang-undangan.  
Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal 
pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru 
bagi dunia hukum. Untuk KUHP kita membagi ke dalm 2 
pembagian, yang pertama kejahatan (misdrijven) yang terdapat 
dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang terdapat 
dalam buku III. 
Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu 
pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak 
pidana lainnya, diantaranya adalah :  
a. Delik Formal dan Delik Materiil 
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai 
dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian, 
sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai 
dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam 
Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.  
Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika 
akibat dari perbuatanya telah terpenuhi, yaitu mati atau 
hilangnya nyawa seseorang.  
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Mengenai pembagian delik formal dan delik materil, 
Van Hamel kurang menyetujui pembagian tersebut, karena 
menurutnya (Teguh Prasetyo, 2010:57), “walaupun perilaku 
yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari 
suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah 
seseorang dapat dipidana”. Beliau lebih sepakat menyebutnya 
sebagai delik yang dirumuskan secara formal dan delik yang 
dirumuskan secara material. 
b. Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten. 
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang 
dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan.  
Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana 
dikenal dalam tiga bentuk (Bambang Poernomo, 1982:159), 
yaitu ;  
1) Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk),  
2) Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij 
zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn),  
3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus 
eventualis).  
 
Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku 
memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari 
perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian 
adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan 
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perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa 
akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara 
kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang 
pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul 
terjadi.  
Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana 
yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan 
dalam melakukan perbuatan tersebut. 
c. Gewone delicten dan Klacht delicten 
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa 
yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. 
Sementara. Klacht delicten (Teguh Prasetyo, 2010:59), “adalah 
tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar 
adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau 
terkena”. Dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat 
dilakukan jika terdapat pengaduan dari yang memiliki 
kepentingan, siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung 
dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada.  
Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi dua 
bagian, yaitu absolute klachtdelicten dan relative klachtdelicten.  
Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang 
pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan 
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pihak pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, 
sedangkan relative klachtdelicten adalah tindak pidana yang 
berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku 
terdapat hubungan khusus. Misalnya tindak pidana pencurian 
dalam keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, 
pengadu harus menyebutkan orang-orang yang diduga 
merugikan dirinya. 
Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak 
hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang 
namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang 
telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan 
tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak 
disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut.  
Selain membahas masalah siapa yang berhak 
melakukan pengaduan, dalam undang-undang juga diatur 
masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan pengaduan. 
Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.  
Jangka waktu yang diatur dalam KUHP tersebut adalah 
enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan 
pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan 
apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu 
tersebut terhitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang 
terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya.  
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d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis 
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat 
sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang 
seharusnya. Delik Commissionis adalah delik yang berupa 
pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang- 
undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan 
pencurian. Sementara delik Omissionis adalah delik yang 
berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut 
undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan 
dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi.  
 
Disamping delik tersebut di atas (Teguh Prasetyo, 
2010:58), ada juga yang disebut dengan “delik commissionis 
permissionem commisa”. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak 
memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan 
maksud agar anak itu meninggal, tetapi dengan cara tidak 
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.  
Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, 
masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain, (Teguh 
Prasetyo, 2010:60) diantara lain:  
a. Delik berturut-turut (voortgezet delict) : yaitu tindak 
pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri 
uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali 
seratus ribu rupiah.  
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b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana 
merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah 
perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.  
c. Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana 
dengan pemberatan, misalnya pencurian di malam hari, 
penganiayaan berat.  
d. Gepriviligeerd delict, yaitu delik dengan peringanan, 
misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan 
karena takut diketahui.  
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan 
negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap 
keselamatan kepala negara dan sebagainya.  
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, 
pegawai negeri, ayah, ibu, dan sebagainya yang 
disebutkan dalam pasal KUHP.  
 
E. Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi 
tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi 
banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan 
terhadap nyawa (jiwa) orang lain.  
Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa 
orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseoarang 
pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan 
yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan 
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bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa 
meninggalnya orang lain tersebut.  
Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang 
terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat 
meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. 
 
2. Unsur  - Unsur  Tindak Pidana Pembunuhan 
Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, 
yang bunyinya antara lain sebagai berikut:  
“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa 
orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan 
hukuman penjara selama-lamnya lima belas tahun .” 
Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat 
unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di 
dalamnya, sebagai berikut:  
a. Unsur subyektif dengan sengaja.  
Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP 
jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, 
mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana 
pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian 
orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak 
dikehendaki oleh si pelaku.  
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Secara umum Zainal Abidin Farid (2007:262) 
menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah 
menerima tiga bentuk sengaja, yakni:  
1) Sengaja sebagai niat;  
2) Sengaja insaf akan kepastian;  
3) Sengaja insaf akan kemungkinan.  
 
Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, 
yaitu: 
“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus 
menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan 
maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa 
seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa 
seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan 
atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai 
pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai 
maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa 
seseorang”.  
 
Sedangkan Prdjodikoro (2003:63) berpendapat sengaja 
insaf akan kepastian, sebagai berikut:  
“Kesengajaan semacam ini ada apabila Sipelaku, 
dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai 
akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, 
kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti 
perbauatan itu”.  
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Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf 
akan kemungkinan, sebagai berikut: 
“Pelaku yang bersangkuatan pada waktu melakukan 
perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang 
dilarang oleh undang-undang telah menyadari 
kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada 
akibat yang memang ia kehendaki”.  
 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya 
yang artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya 
nyawa seseorang dari perbuatannya.  
b. Unsur Obyektif:  
1) Perbuatan menghilangkan nyawa;  
Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukan 
bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukan akibat 
yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: 
membacok) belum minimbulakan akibat hilangnya nyawa 
orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan 
pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau 
bukan merupakan pembunuhan secara sempurna 
sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.  
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Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) 
terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu: (Adami 
Chazawi  2010:57) : 
a) Adanya wujud perbuatan.  
b) Adanya suatu kematian (orang lain)  
c) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal 
Verband) antara perbuatan dan akibat kematian 
(orang lain). 
 
Menurut Wahyu Adnan (2007:45), mengemukakan 
bahwa : 
“Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang 
lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan 
tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya 
nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut 
tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi 
dapat timbul kemudian”. 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan 
Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang 
kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang 
sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui 
bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat 
pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang 
terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut 
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dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan tehadap nyawa orang 
masing-masing sebagai berikut:  
a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang 
lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan 
mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih 
membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa 
orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah 
diberi nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan 
nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang 
telah disebut moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP 
sedang moord di atur dalam Pasal 340 KUHP. 
b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa 
seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. 
Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang 
selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan 
menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan 
oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih 
dahulu yang telah diberi nama kinderdoodslag dengan 
kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang 
baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih 
dahulu yang telah disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang 
terlabih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut 
kinderDoodslag dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis 
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kejahatan yang disebut kemudian adalah kindmoord diatur 
dalam Pasal 342 KUHP. 
c.  Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas 
permintaan yang bersifat tegas dan bersunguh-sungguh dari 
orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 
KUHP.  
d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain 
melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan 
bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 
KUHP.  
e. Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan 
seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam 
kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu 
yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata 
afdrijving. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat 
undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa 
jenis afdrijving yang di pandangnya dapat terjadi dalam 
praktik, masing-masing yaitu:  
1) Kesengajaan menggugukan kandungan dilakukan orang 
atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang 
telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.  
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2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa 
mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung 
seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.  
3) Kesengajaan menggurkan kandungan yang dilakukan 
orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang 
mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.  
4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorng wanita 
yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, 
seorang bidan, atau seorang permu obat-obatan, yakni 
seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP. 
 
4. Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat 
dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling 
berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa 
manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya 
sebagai berikut:  
“barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan 
terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena 
salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau 
hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 
dua puluh tahun.” Pembunuhan berencana terdiri dari 
pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan 
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direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada 
pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan 
Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur 
dengan rencana terlebih dahulu itu.  
Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali 
seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu 
unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh 
karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka 
pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan 
yang berdiri sendiri (een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain 
dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).  
Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, 
pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai 
kejahatan yang berdiri sendiri.  
Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, 
pada dasarnya mengandung 3 unsur, yaitu:  
a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;  
b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 
sampai dengan pelaksanaan kehendak;  
c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;  
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Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut 
M.v.T pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:  
“dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat 
pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. 
Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja 
sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan 
sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”  
 
M. H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung: 2005: 31), 
mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai 
berikut:  
“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya 
untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” 
 
Dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan 
rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) 
sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana 
terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat 
diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari 
direncakan terlebih dahulu.  
 
F. Pembuktian dalam Perkara Pidana 
1. Pengertian Pembuktian 
Di dalam hukum pidana pembuktian merupakan tahapan 
pembuktian, inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan 
membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa 
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terhadap suatu perkarapidana di dalam sidang pengadilan. Maka 
dari itu pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang 
berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 
dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang 
didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-
undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan 
yang didakwakan. Jadi menurut Prof. Dr. Sudikmo Mertukusumo, 
S. H. membuktikan mempunyai beberapa pengertian;  
a. Membuktikan dalam arti logis  
Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, 
karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan 
adanya bukti lawan. 
b. Membuktikan dalam arti konvensionil  
Membuktikan berarti memberikan kepastian yang 
nisbi/relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:  
1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat 
instuitif (convention intime). 
2) Kepastian yang diodasarkan atas pertimbangan akal 
(conviction raisonne). 
c. Membuktikan dalam arti yuridis dalam hukum acara.  
Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya 
pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap 
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orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. 
Akan tetapi merupakan pembuktian konvensionil yang bersiofat 
khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi 
pihakpihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari 
mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak 
menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa 
pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau 
palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya alat 
bukti lawan.  
Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian 
“historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi 
secara konkret. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang 
ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti 
mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa 
tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti yuridis tidak 
lain berarti memberikan dasardasar yang cukup kepada hakim 
yang memeriksa nperkara yang bersangkutan guna 
memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 
diajukan.  
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Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum acara 
pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah 
melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti 
yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan 
terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan 
seseorang, tidak adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah 
adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti 
tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang 
menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam 
hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.  
Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya 
dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, 
dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna 
menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu 
tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.  
Perihal alat bukti yang sah, secara limitative telah diatur 
dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP,yaitu lima jenis alat bukti, 
diantaranya:  
a. Keterangan saksi;  
b. Keterangan ahli;  
c. Surat;  
d. Petunjuk;  
e. Keterangan Terdakwa.  
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2. Sistem Pembuktian 
Terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian dalam 
perkara pidana sebagai berikut:  
a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarakan Undang-Undang 
secara Positif (Positif Wettelijk Bewijstheorie).  
Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang 
selalu didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam 
undang-undang. Dikatakan secara positif karena hanya 
didasarkann pada undang-undang, artinya jika telah terbukti 
suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebutkan oleh 
undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama 
sekali. Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formal 
(formale ebewijstheorie) (Andi Hamzah, 2005: 247).  
b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 
Semata  
Teori ini juga disebut dengan conviction intime (Andi 
Hamzah, 2005: 248). Disadari bahwa alat bukti berupa 
pengakuan terdakwa pun kadang-kadang tixdak menjamin 
bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang 
didsakwakan. Oleh karena itu bagaimanapun juga diperlakukan 
keyakinan hakim sendiri.  
Bertolak pangkal dari pemikiran itulah, maka teori 
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim selalu didasarkan 
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pada keyakinan hati nuraninya sendiri. Dengan sistem 
pembuktian ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan 
pada alat-alat bukti berdasarkan undang-undang.  
Menurut Wirjono Prodjodikoro (Andi Hamzah, 2005: 
248) sistem ini pernah dianut di Indonesia yaitu pada 
pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten, sistem ini 
memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi 
keyakinannya, misalnya keterangan media atau dukun.  
c. Sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 
atas Alasan yang Logis (Loconviction Raisonne).  
Sebagai jalan tengah, muncul suatu sistem atau teori 
yang disebut pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai 
batas tertentu (laconviction raisonne) yang berlandaskan pada 
peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim 
dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori 
pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim 
bebas menyebut alasanalasan keyakinannya (vrije 
bewejstyheorie).  
Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang 
berdasrakan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terdiri 
atas dua yaitu, yang pertama yaitu pembuktian berdasarkan 
atas keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction 
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raisonne) dan yang kedua yaitu teori pembukttian berdasarkan 
undang-undang secara negative.  
d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif 
(Negatief Wettelijk). 
HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned Sc (Andi 
Hamzah, 2005:249) yang lama dan yang baru, semuanya 
menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-
undang negative (negatief wettelijik). Hal tersebut dapat 
disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang mengatur sebagai 
berikut:  
“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika 
hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, 
bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan 
bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah 
melakukan perbuatan itu”.  
Selanjutnya di dalam sistem atau teori pembuktian yang 
berdasarkan undang-undang secara negative (negatief wettelijk 
bewijstheorie) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian 
yang berganda (dubbel en grondslag) (Andi Hamzah, 
2005:252).  
Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang 
menegaskan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh 
keyakinan hakim.  
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Untuk Indonesia, Wirjono Prodjodikoro (Andi Hamzah. 
2005:253) mengemukakan sebagai berikut. “sistem pembuktian 
berdasarkan undang-undang secara negative (negatief 
wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, 
pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan 
hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan 
suatu hukuman pidana, janganl;ah hakim terpaksa memidana 
orang sedangkan hakim tidak yakin atas keslahan terdakwa, 
kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim 
dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan- patokan 
tertentu yang harus dituntut oleh hakim dalam melakukan 
peradilan”. 
 
3. Pembuktian Menurut KUHP 
Bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-
undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 
183 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari 
alatalat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja 
deengan ketentuan yang tersebut pada ]asal 249 ayat (1) yang 
berbunyi:  
“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim 
mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar 
telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa 
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orangorang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan 
perbuatan itu”.  
 
Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa 
pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang 
sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat 
bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, 
belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. 
Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan 
terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim 
juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam 
hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah 
memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan 
keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan 
nama sistem negative wettelijk. 
 
G. Visum et Repertum 
1. Pengertian Visum et Repertum 
Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu 
kedokteran forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. 
Pengertian yang terkandung dalam Visum et Repertum ialah : 
”yang dilihat dan diketemukan”. Jadi Visum et Repertum adalah 
suatu keterangan dokter tentang apa yang ”dilihat dan 
diketemukan” di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang 
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yang luka atau terhadap mayat. Jadi merupakan kesaksian tertulis. 
Istilah Visum et Repertum tidak disebutkan dalam KUHAP, tetapi 
terdapat dalam Staatsbald. Tahun 1937 No. 350 tentang Visa 
Reperta. Visa Reperta merupakan Bahasa Latin. Visa berarti 
penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu; dan reperta 
berarti laporan. Dengan demikian, apabila diterjemahkan secara 
bebas berdasarkan arti kata, Visa Reperta, berarti laporan yang 
dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat 
sesuatu. Visum et Repertum merupakan bentuk tunggal dari Visa 
et Reperta. Stbl. Tahun 1937 No. 350 yang berisi “Visa Reperta 
para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan 
pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia, maupun 
atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Pasal 2, mempunyai 
daya bukti yang sah dalam perkara pidana, selama berisi 
keterangan mengenai hal yang dilihat oleh dokter itu pada benda 
yang diperiksa.” 
Menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 :  
“Visum et Repertum adalah laporan tertulis untuk 
kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang 
dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan 
ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah 
pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya 
yang sebaik-baiknya”. 
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Visum et repertum merupakan laporan ahli melalui 
ketentuan pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133 dan pasal 187 
huruf c KUHAP. Selanjutnya, permintaan keterangan ahli dilakukan 
penyidik secara tertulis, kemudian ahli yang bersangkutan 
membuat “laporan” yang berbentuk “surat keterangan” atau visum 
et Repertum. Dalam praktek pengadilan sepanjang pengalaman 
penulis maka keterangan ahli dalm bentuk Visum et Repertum 
(diatur dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 
Mei 1937 tentang visa reperta van genesskundigen yang banyak 
dilampirkan dalam BAP (Berita Acara Pengadilan). 
Adapun pengertian dan pendapat dari para ahli hukum 
tentang Visum et Repertum, antara lain : 
Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 
M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan 
ilmu kedokteran kehakiman disebut visum et repertum. Dalam 
KUHAP tidak disebut visum et repertum tetapi menggunakan 
istilah alat bukti surat dan alat bukti keternagan ahli.  
Abdul Mun’im Idris memberikan pengertian :  
“Visum et repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter 
yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan 
pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula 
kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan 
peradilan.”  
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Menurut pendapat D Tjan Han Tjong :  
“Visum et Repertum merupakan suatu hal yang penting 
dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda 
bukti (corpus delicti), seperti diketahui dalam suatu perkara 
pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan 
serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban 
merupakan tanda bukti (corpus delicti). “ 
 
Menurut R. Atang Ranoemihardja (1981: 18):  
“ pengertian yang terkandung dalam visum et repertum 
ialah yang “dilihat” dan “ditemukan”, jadi visum et repertum 
adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat 
dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka 
atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis”.  
 
R. Soeparmono (2002: 98):  
 
“pengertian harafiah visum et repertum berasal dari kata-
kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. 
Sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan 
tertulis dari ahli dokter yang dibuatberdasarkan sumpah, 
perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, 
mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian 
dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang 
sebaik-baiknya”.  
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Menurut Indar (2010:290) bahwa:  
 
“Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh 
dokter dengan menggunakan pengetahuan keilmuannya 
sebaik-baiknya berdasarkan sumpah atas apa yang dilihat 
dan ditemukan pada benda bukti (manusia atau bendfa 
yang bersal dari tubuh manusia) untuk kepentingan 
peradilan”.  
 
Dari pengertian visum et repertum tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa visum et repertum adalah keterangan dokter 
tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan 
pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam 
hal ini visum et repertum merupakan kesaksian tertulis dalam 
proses peradilan.  
Pasal 1 butir 28 KUHAP memberikan pengertian tentang 
keterangan ahli sebagai berikut:  
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 
guna kepentingan pemeriksaan.”  
 
Menurut Karyadi dan Soesilo (Y.A. Triana O, 2007:6) :  
 
“Bahwa dokter juga seorang ahli kesehatan yang dalam 
perkara penganiayaan dan pembunuhan (menerangkan 
tentang besar kecilnya luka atau sebab kematian korban).” 
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Kewajiban dokter untuk membuat visum et repertum ini 
telah diatur dalam Pasal 133 KUHAP.  
Pasal 133 KUHAP mengatur sebagai berikut:  
1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan menangani 
seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati, 
yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia 
berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli 
kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau 
ahli lainnya.  
2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam 
surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan 
luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan 
bedah mayat.  
3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman 
atau dokter pada rumah sakit harus diperlakuakan 
secara baik dengan penuh penghormatan terhadap 
mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas 
mayat, dilakuakn dan diberi cap jabatan yang 
diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada 
mayat.  
 
Visum et repertum ini akan dijadikan sebagai alat bukti di 
depan sidang pengadilan. Dalam menangani kasus untuk 
membantu proses peradilan di sini peran dokter sebagai ahli 
forensic. Di sini korban yang diperiksa berstatus sebagai barang 
bukti dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan 
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yang diambil oleh dokter di sini adalah pemeriksaan forensic yang 
bertujuan untuk penegakan keadilan.  
Ada 3 jenis visum et repertum, yaitu:   
a.  VeR hidup, dibagi lagi menjadi 3, yaitu:  
1) VeR definitif, yaitu VeR yang dibuat seketika, dimana 
korban tidak memerlukan perawatan dan pemeriksaan 
lanjutan sehingga tidak menghalangi pekerjaan korban. 
Kualifikasi luka yang ditulis pada bagian kesimpulan 
yaitu luka derajat I atau luka golongan C.  
2) VeR sementara, yaitu VeR yang dibuat untuk sementara 
waktu, karena korban memerlukan perawatan dan 
pemeriksaan lanjutan sehingga menghalangi pekerjaan 
korban. Kualifikasi luka tidak ditentukan dan tidak ditulis 
pada kesimpulan.  
Ada 5 manfaat dibuatnya VeR sementara, yaitu  
a) Menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak  
b) Mengarahkan penyelidikan  
c) Berpengaruh terhadap putusan untuk melakukan 
penahanan sementara terhadap terdakwa 
d) Menentukan tuntutan jaksa  
e) Medical record  
 
3)  VeR lanjutan, yaitu VeR yang dibuat dimana luka korban 
telah dinyatakan sembuh atau pindah rumah sakit atau 
pindah dokter atau pulang paksa. Bila korban meninggal, 
46 
 
maka dokter membuat VeR jenazah. Dokter menulis 
kualifikasi luka pada bagian kesimpulan VeR.  
b. VeR jenazah, yaitu VeR yang dibuat terhadap korban yang 
meninggal. Tujuan pembuatan VeR ini adalah untuk 
menentukan sebab, cara, dan mekanisme kematian.  
c. Ekspertise, yaitu VeR khusus yang melaporkan keadaan benda 
atau bagian tubuh korban, misalnya darah, mani, liur, jaringan 
tubuh, tulang, rambut, dan lain-lain. Ada sebagian pihak yang 
menyatakan bahwa ekspertise bukan merupakan VeR.  
Pada kerangka laporan terdiri dari lima bagian tetap dalam 
laporan Visum et Repertum, yaitu:  
a. “Pro Justisia”  
Kata ini diletakkan di bagian atas untuk menjelaskan bahwa 
visum et repertum dibuat untuk tujuan peradilan. VeR tidak 
memerlukan materai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di 
depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.  
b. Pendahuluan  
Kata pendahuluan sendiri tidak ditulis dalam VeR, melainkan 
langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat di bawah judul. 
Bagian ini menerangkan, antara lain :  
1) Identitas tempat pembuatan visum berdasarkan surat 
permohonan mengenai jam, tanggal, dan tempat. 
2) Pernyataan dokter, identitas dokter. 
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3) Identitas peminta visum. 
4) Wilayah. 
5) Identitas korban. 
6) Identitas tempat perkara. 
c. Pemberitaan  
Bagian ini berjudul "Hasil Pemeriksaan", berisi semua 
keterangan pemeriksaan, berupa:  
1) Apa yang dilihat, yang ditemukan sepanjang pengetahuan 
kedokteran. 
2) Hasil konsultasi dengan teman sejawat lain. 
3) Untuk ahli bedah yang mengoperasi, dimintai keterangan 
apa yang diperoleh. 
4) Tidak dibenarkan menulis dengan kata-kata latin.  
5) Tidak dibenarkan menulis dengan angka, harus dengan 
huruf untuk mencegah pemalsuan.  
6) Tidak dibenarkan menulis diagnosis, melainkan hanya 
menulis ciri-ciri, sifat, dan keadaan luka.  
Temuan hasil pemeriksaan medik bersifat rahasia dan yang 
tidak berhubungan dengan perkaranya tidak dituangkan 
dalam bagian pemberitaan dan dianggap tetap sebagai 
rahasia kedokteran.  
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d. Kesimpulan  
Bagian ini berjudul "kesimpulan" dan berisi pendapat dokter 
terhadap hasil pemeriksaan, berisikan jenis luka, penyebab 
luka, sebab kematian, mayat, luka, TKP, penggalian jenazah, 
barang bukti dan psikiatrik. 
e. Penutup  
Bagian penutup memuat sumpah atau janji, tanda tangan, dan 
nama terang dokter yang membuat. Sumpah atau janji dokter 
dibuat sesuai dengan sumpah jabatan atau pekerjaan dokter. 
Bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku 
"Demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan 
sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan 
mengingat sumpah sesuai dengan kitab undang-undang 
hukum acara pidana/KUHAP". 
 
2. Fungsi dan Peran Visum et Repertum Dalam Pembuktian 
Perkara Pidana 
Sebagaimana dikemukakan terdahulu Visum et Repertum 
merupakan keterangan ahli yang diberikan di persidangan 
pengadilan dalam bentuk tertulis dengan permintaan secara resmi 
dari pihak yang berwajib agar kelak Visum et Repertum dapat 
dijadikan sebagai alat bukti. 
Surat keterangan tertulis dibuat oleh dokter berdasarkan 
sumpah jabatan untuk justitie menurut apa yang dilihat dan 
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ditemukan pada waktu pemeriksaan korban yang dilandasi dengan 
ilmu pengetahuannya, karena itu Visum et Repertum tergolong alat 
bukti surat. 
Kedudukan dokter yang membuat Visum et Repertum disini 
adalah ahli yang diminta oleh pihak yang berhak wajib memeriksa 
barang bukti dan atau korban kejahatan serta memeriksa pula 
keadaan sekitar barang bukti dan korban yang ada hubungannya 
dengan peristiwa yang dimintakan Visum et Repertum. 
Bertolak dari belakang Visum et Repertum dalam 
hubungannya dengan alat bukti perkara pidana, teranglah bahwa 
Visum et Repertum merupakan alat bukti tertulis atau bukti surat. 
Bukti surat dalam perkara pidana sudah ditetapkan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) huruf c KUHAP setelah 
bukti dengan kesaksian dan bukti keterangan ahli, tetapi bukti 
surat dimaksud lebih didahulukan daripada bukti petunjuk dan 
bukti yang diperoleh keterangan terdakwa. 
Jadi dengan adanya Visum et Repertum, maka barang 
bukti korban sudah tidak menjadi persoalan penting lagi dalam 
proses pemeriksaan dimuka persidangan, karena segala sesuatu 
mengenai barang bukti korban sudah diterangkan dalam Visum et 
Repertum. 
Dalam praktek peradilan masih dimungkinkan untuk 
dihadirkannya dokter yang membuat Visum et Repertum guna 
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memberikan keterangan sehubungan dengan apa yang 
diterangkan dalam Visum et Repertum. Namun keterangan 
pembuat Visum et Repertum sendiri dimuka persidangan sekedar 
lebih memperjelas dan meyakinkan keterangan yang sudah 
diterangkan dalam Visum et Repertum dan keterangan dokter 
secara langsung tersebut dikategorikan sebagai alat bukti surat, 
tetapi diklasifikasikan sebagai keterangan ahli. 
Dengan demikian, maka dalam proses penyelesaian 
perkara pidanan dimuka persidangan, Visum et Repertum sangat 
dibutuhkan sebagai salah satu alat bukti surat menurut Pasal 184 
(1) huruf c  jo Pasal 187 KUHAP. 
Bertolak dari belakang dan eksistensi Visum et Repertum 
dalam acara pembuktian perkara pidana dimuka persidangan, 
tentunya peranan Visum et Repertum memegang peranan yang 
cukup handal dalam mengungkapkan sebab akibat dari suatu 
tindak pidana. 
Manfaat yang paling dominan berkenan dengan 
keberadaan Visum et Repertum dipersidangan adalah untuk 
mengganti barang bukti atau korban kejahatan, karena barang 
bukti tidak tahan lama dan keadaan korban kejahatanpun tidak 
selamanya dapat dipertahankan keutuhannya sampai persidangan 
acara pembuktian dilangsungkan. 
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Soerejono Soekanto Dkk (1987:2) mengemukakan bahwa :  
 
“Pada perkara-perkara yang menyangkut kejahatan 
terhadap tubuh manusia, maka antara lain akan dibuktikan 
penyebab luka dan atau kematian. Bahkan tidak jarang 
dapat dicari pembuktian tentang tempus dilicti dan locus 
dilict”. 
 
Untuk itu, tentu yang seharusnya diketengahkan di sidang 
pengadilan adalah luka atau kelainan pada saat peristiwa pidana 
terjadi. Hal ini boleh dikatakan sangat sulit dikerjakan karena tubuh 
manusia senantiasa mengalami perubahan, baik merupakan 
penyembuhan luka (pada korban hidup) atau proses pembusukan 
(pada korban mati), sehingga gambaran mengenai benda bukti 
tersebut (luka, kelainan, jenazah) tidak sesuai lagi dengan semula. 
Sehubungan dengan proses perubahan dan penyembuhan 
serta pembusukan tersebut, sehingga Visum et Repertum sangat 
dibutuhkan untuk menerangkan segala sesuatu berkenaan dengan 
apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada saat pemeriksaan 
benda bukti tersebut, agar supaya lebih memudahkan 
pengajuannya dipersidangan dipengadilan pada waktu memasuki 
acara pembuktian peristiwa pidana. 
Dengan demikian, Visum et Repertum sebagaimana kasus 
posisi yang dikemukakan pakar hukum di atas, sangat berperan 
dalam proses persidangan perkara pidana, oleh karena benda 
bukti seperti seperti tubuh manusia diperiksakan kebenarannya 
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benar-benar direkam atau diabaikan oleh seorang ahli (dokter 
forensik), sehingga Visum et Repertum kelak menjadi pengganti 
benda bukti (tubuh manusia) si korban kejahatan. 
Peranan lain dari Visum et Repertum dalam pembuktian 
perkara pidana dipersidangan, nantinya menjembatani ilmu 
kedokteran dengan ilmu hukum, agar supaya praktisi hukum, 
hakim, jaksa, penasehat hukum dapat mencari norma hukum yang 
akan diterapkan sebagaimana keterangan yang tertuang dalam 
Visum et Repertum. 
Lukman Yasta (t.t:4) mengemukakan maksud dan tujuan 
Visum et Repertum dalam ilmu kedokteran kehakiman sebagai 
berikut :  
“Maksudnya sebagai barang bukti (corpus delicti), sebab 
barang buktinya sendiri saat perkaranya disidangkan sudah 
mengalami perubahan. Tujuannya adalah untuk memberikan 
kenyataan kepada hakim, memberikan kesimpulan 
berdasarkan ajaran sebab akibat dan memungkinkan 
seorang dokter ahli lain dipanggil oleh hakim untuk 
mengambil kesimpulan dari Visum et Repertum yang dibuat 
oleh dokter ahli yang lain.” 
 
Dengan dimungkinkannya penelitian lebih lanjut dari dokter 
ahli lain terhadap kebenaran Visum et Repertum yang dibuat oleh 
dokter ahli, berarti kesimpulan dari dokter ahli yang lain itu akan 
memberikan keyakinan akan kebenaran keterangan dokter, 
pemeriksa atau pembuat Visum et Repertum dimaksud, sehingga 
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memudahkan penemuan kebenaran materil dari suatu peristiwa 
pidana. 
Berkenaan dengan peran dan fungsi Visum et Repertum  
dalam pembuktian perkara pidana, sehingga Visum et Repertum  
sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan kasus-kasus sebagai 
beikut : 
a. Kekerasan akibat benda tajam 
b. Luka akibat senjata api 
c. Kekerasan akibat benda tumpul 
d. Keracunan insektisida 
e. Mati terbakar 
f. Mati tergantung 
g. Kematian akibat keracunan obat 
h. Kuman wajar mendadak 
i. Pembunuhan anak 
 
Pentingnya Visum et Repertum terhadap kasus-kasus 
kejahatan, oleh karena korban kejahatan tidak dapat 
mempertahankan keutuhan luka tubuh dan kondisinya sampai 
acara pemeriksaan bukti-bukti persidangan dilangsungkan, karena 
itu keterangan dokter ahli forensik yang termuat dalam Visum et 
Repertum dapat mengantikan keadaan sebenarnya berdasarkan 
teori sebab akibat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
H. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di 
Polresta Pohuwato, Kejaksaan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato, 
Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato dan Rumah Sakit 
Umum Daerah Pohuwato dengan pertimbangan bahwa lembaga-
lembaga tersebut pernah menagani perkara tindak pidana 
pembunuhan berencana sebagaimana yang penulis paparkan dalam 
skripis ini.  
 
I. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu : 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana 
seperti Hakim, Jaksa, Anggota POLRI, khususnya bagian 
Reskrim, dan para dokter yang menangani masalah visum. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa 
literature, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan 
sumber-sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti.  
55 
 
2. Sumber Data 
a. Populasi 
Adapun yang menjadi populasi dalam penulisan ini adalah 
pihak-pihak terkait seperti para aparat penegak hukum, 
diantaranya adalah Hakim, Jaksa, POLRI, khususnya bagian 
Reskrim, para Dokter yang menangani masalah visum serta 
aparat yang terkait dalam suatu pembuktian perkara pidana. 
b. Sampel 
Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 
populasi pihak-pihak yang terkait didalamnya sekitar kurang 
lebih 12 orang yang akan menjadi sampel. 
Penyidik   3 orang 
Jaksa   2 orang 
Hakim   5 orang 
Dokter    2 orang 
Jumlah  12 orang 
 
J. Teknik Pengumpulan Data 
1. Studi Pustaka 
Yaitu penulis akan melakukan pengkajian lewat literatur data-data 
yang telah ada yang menyangkut Visum et Repertum.  
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2. Wawancara 
Penulis mengadakan wawancara dengan pihak-pihak terkait 
antara lain Hakim di Pengadilan Negeri Marisa, Jaksa, Dokter di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dan Anggota 
POLRI  Kabupaten Pohuwato, khususnya penyidik tentang kasus 
pembunuhan tersebut. 
 
K. Teknik Analisis Data 
Untuk membahas yang diangkat dalam penelitian ini, maka 
teknik analisis data yang digunaka adalah analisis secara deskriptif 
yaitu menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan 
menguraikan data-data yang ditemukan di lapangan, menganalisis, 
menyimpulkan dan melaporkan hasil penelitian yang diperoleh tentang 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Visum et Repertum dalam Pembuktian 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 
48/ Pid.B/ 2013 / PN.Mrs) di Kabupaten Pohuwato dengan fokus 
pembahasan : 
1. Dalam delik apa Visum et Repertum. 
2. Bagaimana fungsi dan peran Visum et Repertum dalam suatu 
proses pembuktian perkara pidana. 
3. Bagaimana kedudukan Visum et Repertum dalam pertimbangan 
Hakim untuk memutus perkara pidana. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peranan Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara 
Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor : 48/ 
Pid.B/ 2013 / PN.MRS 
1) Kasus Posisi 
Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh USTON MOITO 
alias UTON terhadap ILYAS TANTU alias ELIS bertempat di Desa 
Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. 
Latar belakang pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 
13 Mei 2013, sekitar pukul 23.00 WITA di jalan depan acara pesta 
khitanan yang dihibur oleh musik orjen dimana korban yang saat itu 
sedang berjalan kaki dengan tujuan ingin menonton hiburan orjen 
dan sempat bertabrakan dengan Lk. Adon yang merupakan adik 
dari terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa sedang berada di 
acara orjen tersebut, sehingga terjadi pekelahian antara Lk. Adon 
bersama-sama dengan terdakwa dan korban. Terdakwa saat itu 
juga sempat memukul korban pada bagian wajah korban dan 
langsung dileri oleh saksi Mohamammad Zaenal dan saksi Rahman 
Tantu, setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumahnya 
yang berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat kejadian dengan 
waktu tempuh kurang lebih 5 menit dan sesampainya dirumah 
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terdakwa mengganti pakaian namun perasaan terdakwa tidak bisa 
menerima perbuatan yang telah dilakukan oleh korban kepada adik 
terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan jiwa 
korban dengan cara terdakwa mengambil pisau badik yang 
bergagang kuning di dalam lemari kemudian pisau tersebut 
diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa kembali 
ke tempat kejadian dengan selang waktu 1 jam atau pada hari 
Selasa tanggal 14 Mei 2013 kira-kira jam 24.30 WITA dan langsung 
menemui korban dan pada saat terdakwa menemui korban dimana 
terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan 
kanan yang terkepal dengan diarahkan ke wajah korban sebanyak 
1 kali dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil pisau badik 
kemudian menusukannya kearah tubuh korban, kebagian perut 
sebelah kiri dengan maksud untuk menghulangkaan jiwa korban 
sehingga usus korban terburai keluar dari dalam perut dan 
terdakwa langsungg melarikan diri, dan pada saat itu juga korban 
langsung dibawa oleh saksi Mohammad Zaenal Ke RSUD 
Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor dengan 
tujuan ingin menyelamatkan nyawa korban akan tetapi nyawa 
korban sudah tidak dapat diselamatkan oleh pihak RSUD Pohuwato 
sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 08.00 WITA korban 
dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Pohuwato. 
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2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan hasil penyidikan yang dilimpahkan kepada 
Kejaksaan Negeri Marisa, maka Jaksa Penuntut Umum 
menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa sebagai berikut : 
PRIMAIR 
Bahwa ia terdakwa USTON MOITO alias UTON, pada hari 
Selasa dan tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 24.30 WITA atau 
setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja dan direncanakan lebih 
dahulu menghilangkan jiwa orang lain karena pembunuhan 
berencana. Dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : 
Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, 
awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, sekira jam 23.00 di 
jalan depan acara pesta khitanan yang dihibur oleh musik orjen 
dimana korban yang saat itu sedang berjalan kaki dengan tujuan 
ingin menonton hiburan orjen dan sempat bertabrakan dengan Lk. 
Adon yang merupakan adik dari terdakwa dan pada saat itu juga 
terdakwa sedang berada di acara orjen tersebut, sehingga terjadi 
pekelahian antara Lk. Adon bersama-sama dengan terdakwa dan 
korban. Terdakwa saat itu juga sempat memukul korban pada 
bagian wajah korban dan langsung dileri oleh saksi Mohamammad 
Zaenal dan saksi Rahman Tantu, setelah itu terdakwa langsung 
pulang menuju rumahnya yang berjarak kurang lebih 30 meter dari 
tempat kejadian dengan waktu tempuh kurang lebih 5 menit dan 
sesampainya dirumah terdakwa mengganti pakaian namun 
perasaan terdakwa tidak bisa menerima perbuatan yang telah 
dilakukan oleh korban kepada adik terdakwa sehingga timbul niat 
terdakwa untuk menghilangkan jiwa korban dengan cara terdakwa 
mengambil pisau badik yang bergagang kuning di dalam lemari 
kemudian pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri 
terdakwa dan terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan selang 
waktu 1 jam atau pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 kira-kira 
jam 24.30 WITA dan langsung menemui korban dan pada saat 
terdakwa menemui korban dimana terdakwa langsung memukul 
korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dengan 
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diarahkan ke wajah korban sebanyak 1 kali dan saat itu juga 
terdakwa langsung mengambil pisau badik kemudian 
menusukannya kearah tubuh korban, kebagian perut sebelah kiri 
dengan maksud untuk menghulangkaan jiwa korban sehingga usus 
korban terburai keluar dari dalam perut dan terdakwa langsungg 
melarikan diri, dan pada saat itu juga korban langsung dibawa oleh 
saksi Mohammad Zaenal Ke RSUD Kabupaten Pohuwato dengan 
menggunakan sepeda motor dengan tujuan ingin menyelamtkan 
nyawa korban akan tetapi nyawa korban sudah tidak dapat 
diselamatkan oleh pihak RSUD Pohuwato sehingga pada tanggal 
14 Mei 2013 sekira jam 08.00 WITA korban dinyatakan meninggal 
dunia oleh pihak RSUD Pohuwato sesuai dengan surat keterangan 
kematian Nomor : 800/RSUD-PHWT/360/VII/2013 yang ditanda 
tangani oleh Dokter LISANTI MOHAMMAD pada tanggal 17 Juli 
2013 dengan luka pada bagian perut sebelah kiri sesuai dengan 
Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dokter LISANTI MOHAMAD 
yang hasilnya sebagai berikut : 
 
Pemeriksaan Fisik : 
3. Luka robek diperut ukuran enam centimeter kali lima 
centimeter koma usus terburai titik. 
4. Luka robek di ibu jari kaki sebelah kiri dan sebelah kanan 
berukuran empat centimeter kali tiga centimeter titik. 
 
Kesimpulan : 
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpukan bahwa penderita 
mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga 
diakibatkan oleh trauma tajam titik. Sebagaimana Visum et 
Repertum An. Ilyas Tantu No. 0452/VER/RSUD-PHWT/18/V/2013 
tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 
Dokter LISANTI MOHAMAD Dokter Pemerintah pada RSUD 
Kabupaten Pohuwato. 
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Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
340 KUHP pidana.  
SUBSIDAIR 
Bahwa ia terdakwa USTON MOITO alias UTON, pada waktu 
dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dengan 
sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut : 
Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan 
dalam dakwaan Primair diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 13 
Mei 2013, sekira jam 23.00 di jalan depan acara pesta khitanan 
yang dihibur oleh musik orjen dimana korban yang saat itu sedang 
berjalan kaki dengan tujuan ingin menonton hiburan orjen dan 
sempat bertabrakan dengan Lk. Adon yang merupakan adik dari 
terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa sedang berada di acara 
orjen tersebut, sehingga terjadi pekelahian antara Lk. Adon 
bersama-sama dengan terdakwa dan korban. Terdakwa saat itu 
juga sempat memukul korban pada bagian wajah korban dan 
langsung dileri oleh saksi Mohamammad Zaenal dan saksi Rahman 
Tantu, setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumahnya 
yang berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat kejadian dengan 
waktu tempuh kurang lebih 5 menit dan sesampainya dirumah 
terdakwa mengganti pakaian namun perasaan terdakwa tidak bisa 
menerima perbuatan yang telah dilakukan oleh korban kepada adik 
terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk menghilangkan jiwa 
korban dengan cara terdakwa mengambil pisau badik yang 
bergagang kuning di dalam lemari kemudian pisau tersebut 
diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa kembali 
ke tempat kejadian dengan selang waktu 1 jam atau pada hari 
Selasa tanggal 14 Mei 2013 kira-kira jam 24.30 WITA dan langsung 
menemui korban dan pada saat terdakwa menemui korban dimana 
terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan 
kanan yang terkepal dengan diarahkan ke wajah korban sebanyak 
1 kali dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil pisau badik 
kemudian menusukannya kearah tubuh korban, kebagian perut 
sebelah kiri dengan maksud untuk menghulangkaan jiwa korban 
sehingga usus korban terburai keluar dari dalam perut dan 
terdakwa langsung melarikan diri, dan pada saat itu juga korban 
langsung dibawa oleh saksi Mohammad Zaenal Ke RSUD 
Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor dengan 
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tujuan ingin menyelamtkan nyawa korban akan tetapi nyawa 
korban sudah tidak dapat diselamatkan oleh pihak RSUD 
Pohuwato sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 08.00 
WITA korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD 
Pohuwato sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 
800/RSUD-PHWT/360/VII/2013 yang ditanda tangani oleh Dokter 
LISANTI MOHAMMAD pada tanggal 17 Juli 2013 dengan luka 
pada bagian perut sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum 
yang dibuat oleh Dokter LISANTI MOHAMAD yang hasilnya 
sebagai berikut : 
 
Pemeriksaan Fisik : 
1. Luka robek diperut ukuran enam centimeter kali lima 
centimeter koma usus terburai titik. 
2. Luka robek di ibu jari kaki sebelah kiri dan sebelah kanan 
berukuran empat centimeter kali tiga centimeter titik. 
 
Kesimpulan : 
 
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpukan bahwa penderita 
mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga 
diakibatkan oleh trauma tajam titik. Sebagaimana Visum et 
Repertum An. Ilyas Tantu No. 0452/VER/RSUD-PHWT/18/V/2013 
tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 
Dokter LISANTI MOHAMAD Dokter Pemerintah pada RSUD 
Kabupaten Pohuwato. 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
338 KUHP pidana. 
 
LEBIH SUBSIDAIR 
Bahwa Ia terdakwa USTON MOITO alias UTON, pada waktu 
dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dengan 
sengaja melakukan penganiyaan yang dilkukan dengan 
direncanakan terlebih dahulu menjadikan kematian orangnya. 
Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
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Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan 
dalam dakwaan Primai diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 13 
Mei 2013, sekira jam 23.00 di jalan depan acara pesta khitanan 
yang dihibur oleh musik orjen dimana korban yang saat itu sedang 
berjalan kaki dengan tujuan ingin menonton hiburan orjen dan 
sempat bertabrakan dengan Lk. Adon yang merupakan adik dari 
terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa sedang berada di acara 
orjen tersebut, sehingga terjadi pekelahian antara Lk. Adon 
bersama-sama dengan terdakwa dan korban. Terdakwa saat itu 
juga sempat memukul korban pada bagian wajah korban dan 
langsung dileri oleh saksi Mohamammad Zaenal dan saksi Rahman 
Tantu, setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumahnya 
yang berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat kejadian dengan 
waktu tempuh kurang lebih 5 menit dan sesampainya dirumah 
terdakwa mengganti pakaian namun perasaan terdakwa tidak bisa 
menerima perbuatan yang telah dilakukan oleh korban kepada adik 
terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk menganiaya korban 
dengan cara terdakwa mengambil pisau badik yang bergagang 
kuning di dalam lemari kemudian pisau tersebut diselipkan 
dipinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa kembali ke tempat 
kejadian dengan selang waktu 1 jam atau pada hari Selasa tanggal 
14 Mei 2013 kira-kira jam 24.30 WITA dan langsung menemui 
korban dan pada saat terdakwa menemui korban dimana terdakwa 
langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan 
yang terkepal dengan diarahkan ke wajah korban sebanyak 1 kali 
dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil pisau badik 
kemudian menusukannya kearah tubuh korban, kebagian perut 
sebelah kiri dengan maksud menjadikan matinya korban sehingga 
usus korban terburai keluar dari dalam perut dan terdakwa 
langsung melarikan diri, dan pada saat itu juga korban langsung 
dibawa oleh saksi Mohammad Zaenal Ke RSUD Kabupaten 
Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ingin 
menyelamtkan nyawa korban akan tetapi nyawa korban sudah tidak 
dapat diselamatkan oleh pihak RSUD Pohuwato sehingga pada 
tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 08.00 WITA korban dinyatakan 
meninggal dunia. 
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Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi 
korban mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri sesuai 
dengaan Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dokter LISANTI 
MOHAMAD yang hasilnya sebagai berikut : 
 
Pemeriksaan Fisik : 
 
1. Luka robek diperut ukuran enam centimeter kali lima 
centimeter koma usus terburai titik. 
2. Luka robek di ibu jari kaki sebelah kiri dan sebelah kanan 
berukuran empat centimeter kali tiga centimeter titik. 
 
Kesimpulan : 
 
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpukan bahwa penderita 
mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga 
diakibatkan oleh trauma tajam titik. Sebagaimana Visum et 
Repertum An. Ilyas Tantu No. 0452/VER/RSUD-PHWT/18/V/2013 
tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 
Dokter LISANTI MOHAMAD Dokter Pemerintah pada RSUD 
Kabupaten Pohuwato. 
 
Bahwa luka-luka yag dialami korban tersebut mengakibatkan 
korban meninggal dunia di RSUD Kabupaten Pohuwato pada 
tanggal 14 Mei 2013, sebagaimana diterangkan dengan surat  
keterangan kematian Nomor : 800/RSUD-PHWT/360/VII/2013 yang 
ditanda tangani oleh Dokter LISANTI MOHAMMAD pada tanggal 17 
Juli 2013. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
353 ayat (3) KUHP pidana. 
 
LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR 
Bahwa Ia terdakwa USTON MOITO alias UTON, pada waktu 
dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dengan 
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sengaja melakukan penganiyaan menjadikan mati orangnya. 
Dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : 
Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan 
dalam dakwaan Primair diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 13 
Mei 2013, sekira jam 23.00 di jalan depan acara pesta khitanan 
yang dihibur oleh musik orjen dimana korban yang saat itu sedang 
berjalan kaki dengan tujuan ingin menonton hiburan orjen dan 
sempat bertabrakan dengan Lk. Adon yang merupakan adik dari 
terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa sedang berada di acara 
orjen tersebut, sehingga terjadi pekelahian antara Lk. Adon 
bersama-sama dengan terdakwa dan korban. Terdakwa saat itu 
juga sempat memukul korban pada bagian wajah korban dan 
langsung dileri oleh saksi Mohamammad Zaenal dan saksi Rahman 
Tantu, setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumahnya dan 
sesampainya dirumah terdakwa mengganti pakaiandan terdakwa 
mengambil pisau badik yang bergagang kuning di dalam lemari 
kemudian pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri 
terdakwa dan terdakwa kembali ke tempat kejadian dan langsung 
menemui korban dan pada saat terdakwa menemui korban dimana 
terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan 
kanan yang terkepal dengan diarahkan ke wajah korban sebanyak 
1 kali dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil pisau badik 
kemudian menusukannya kearah tubuh korban, kebagian perut 
sebelah kiri sehingga usus korban terburai keluar dari dalam perut 
dan terdakwa langsungg melarikan diri, dan pada saat itu juga 
korban langsung dibawa oleh saksi Mohammad Zaenal Ke RSUD 
Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor dengan 
tujuan ingin menyelamtkan nyawa korban akan tetapi nyawa korban 
sudah tidak dapat diselamatkan oleh pihak RSUD Pohuwato 
sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 08.00 WITA korban 
dinyatakan meninggal dunia. 
Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi 
korban mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri sesuai 
dengaan Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dokter LISANTI 
MOHAMAD yang hasilnya sebagai berikut : 
 
Pemeriksaan Fisik : 
 
1. Luka robek diperut ukuran enem centimeter kali lima 
centimeter koma usus terburai titik. 
2. Luka robek di ibu jari kaki sebelah kiri dan sebelah kanan 
berukuran empat centimeter kali tiga centimeter titik. 
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Kesimpulan : 
 
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpukan bahwa penderita 
mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga 
diakibatkan oleh trauma tajam titik. Sebagaimana Visum et 
Repertum An. Ilyas Tantu No. 0452/VER/RSUD-PHWT/18/V/2013 
tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 
Dokter LISANTI MOHAMAD Dokter Pemerintah pada RSUD 
Kabupaten Pohuwato. 
 
Bahwa luka-luka yag dialami korban tersebut mengakibatkan 
korban meninggal dunia di RSUD Kabupaten Pohuwato pada 
tanggal 14 Mei 2013, sebagaimana diterangkan dengan surat  
keterangan kematian Nomor : 800/RSUD-PHWT/360/VII/2013 yang 
ditanda tangani oleh Dokter LISANTI MOHAMMAD pada tanggal 17 
Juli 2013. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
351 ayat (3) KUHPidana. 
 
3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan hasil pemeriksaan dihubungkan dengan surat 
dakwaan dan fakta yang terungkap di muka persidangan di 
Pengadilan Negeri Marisa, selanjutnya Penuntut Umum 
mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokoknya 
berbunyi: 
1. Menyatakan Terdakwa USTON MOITO alias UTON secara 
sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak 
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pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA” sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USTON MOITO alias 
UTON berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun 
dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
a) 1 (satu) buah badik panjang 35,5 cm dengan gagang yang 
terbuat dari kayu yang dengan cat warna kuning emas di 
rampas untuk dimusnahkan. 
b) 1 (satu) buah lembar kaos yang berwarna hijau tua 
kombinasi pada lengan baju warna hitam yang pada bagian 
baju sebelah kiri terdapat robek dan bercak darah 
dikembalikan kepada HUSAIN TANTU alias TOU.  
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar  Rp 1000,- (seribu rupiah). 
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4) Amar Putusan 
Berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan 
Surat Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, serta pembelaan 
dari Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan alat 
bukti maupun fakta yang terungkap dimuka persidangan mengenai 
perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusannya yang amar 
putusannya sebagai berikut : 
-------------------------------------MENGADILI------------------------------------ 
1) Menyatakan terdakwa USTON MOITO alias UTON yang 
identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“PEMBUNUHAN BERENCANA”; 
2) Menjatuhkan kepada terdakwa USTON MOITO alias UTON 
tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 17 
(tujuh belas) tahun; 
3) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangkan seuruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5) Menetapkan agar barang bukti berupa : 
1. 1 (satu) buah badik panjang 35,5 cm dengan gagang terbuat 
dari kayu yang dengan cat warna kuning emas dirampas 
untuk dimusnahkan. 
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2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau tua kombinasi pada 
lengan baju warna hitam yang  pada bagian baju sebelah 
kiri terdapat robek dan becak darah dikembalikan kepada 
keluarga korban (Alm) HUSAIN TANTU alias TOU. 
6) Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp 
1.000,- (seribu rupiah). 
 
Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Mrisa pada hari Selasa, Tanggal 12 
Nopember 2013 oleh kami MOHAMMAD SYAFII, SH sebagai 
Hakim Ketua, serta DONNY, SH. dan IRWANTO, SH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada 
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari  Kamis, Tanggal 
14 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISWANDI, SH. Sebagai 
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RULY LAMUSU, SH dan KO 
TRSKIE NARENDRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Marisa, serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum. 
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5) Analisis Penulis 
Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa 
para terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan brencana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, maka unsur-unsur 
tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana 
yang dilakukan secara bersama-sama atau Pasal 340 KUHP 
 
a. Barangsiapa;  
b. Dengan sengaja;  
c. Dan direncanakan terlebih dahulu;  
d. Merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. 
Oleh sebab itu untuk membuktikannya mari kita kaji unsur-
unsur tersebut. 
a) Barang siapa  
Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki 
kemampuan  bertanggung jawab adalah didasarkan kepada 
keadaan dan kemampuan jiwanya (geetelijke vermogens), yang 
dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam 
keadaan sadar”. 
Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan 
terungkap bahwa terdakwa USTON MOITO alias UTON adalah 
subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya 
menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab 
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(toerekeningsvatbaar), oleh karenanya mengenai unsur “barang 
siapa” ini telah terpenuhi. 
b)  Dengan sengaja  
Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “ dengan 
sengaja ” atau “opzetilijk”, undang-undang tidak memberikan 
pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam 
doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau 
“opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin 
pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan 
akibat dari perbuatannya.  
Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas 
didapati kenyataan bahwa tindakan terdakwa USTON MOITO 
alias UTON yang datang dengan menabrak dan langsung 
memukul dan menikam korban ILYAS TANTU alias ELIS 
adalah suatu perbuatan yang dikehendakinya. 
Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan 
antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah 
diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu 
atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, 
oleh karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi. 
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c) Direncanakan terlebih dahulu  
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara 
timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya 
itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang 
memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu 
dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan 
juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan 
baginya untuk mengurungkan niatnya membunuh.  
Bahwa jika melihat dari fakta-fakta hukum sebagai 
berikut : 
1. Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 
2013, sekitar jam 19.00 WITA sampai dengan jam 23.30 
WITA di Desa Marisa Utara, Kec. Marisa Kab. Pohuwato 
dirumah saksi WIRANTI NDUNGO alias IAN diadakan 
acara sunatan dengan hiuran musik orjen; 
2. Bahwa setelah acara selesai sekitar pukul 23.30 WITA 
ditempat tersebut telah terjadi keributan, sesuai 
keterangan saksi WIRANTI NDUNGO alias IAN dan saksi 
UDIN YUSUF alias UDIN bahwa pada awalnya korban 
ILYAS TANTU alias ELIS bertabrakan dengan adik 
terdakwa ADON MOITO kemudian ADON MOITO 
langsung memukul korban ILYAS TANTU alias ELIS, 
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mengakibatkan tubuh korban mundur ke belakang hampir  
terjatuh. 
3. Bahwa berdasar keterangan terdakwa, korban ILYAS 
TANTU alias ELIS memukul adik terdakwa ADON MOITO 
sehingga kemudian terdakwa langsung menghampiri 
korban dan memukul korban sebanyak dua kali pada pipi 
korban; 
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi KISMAN ARSAD 
pada saat keributan tersebut orang tua terdakwa juga 
orang tua dari ADON MOITO yaitu saksi IBRAHIM MOITO 
alias KA’BURA ikut berusaha memukul korban; 
5. Bahwa adanya keributan antara korban dengan terdakwa,  
ADON MOITO dan saksi IBRAHIM MOITO alias 
KA’BURA, sesuai keterangan saksi MUHAMMAD 
ZAENAL, saksi RAHMAN TANTU alias NIKO, saksi 
KISMAN ARSAD sehingga saksi-saksi tersebut berusaha 
untuk melerai dan memisahkan korban ILYAS TANTU 
alias ELIS dengan ADON MOITO, terdakwa dan saksi 
IBRAHIM MOITO alias KA’BURA. 
6. Bahwa sesui keterangan saksi RAHMAN ZAENAL yang 
ikut melerai dan memisahkan, setelah dilerai dan 
dipisahkan saksi MUHAMMAD ZAENAL sempat mmeriksa 
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ADON MOITO dan terdakwa namun tidak ditemukan 
senjata tajam, kemudian menyuruh keduanya pulang; 
7. Bahwa sesuai keterangan saksi KISMAN ARSAD, bahwa 
pada keributan tersebut saksi memisahkan dan merangkul 
orang tua terdakwa  juga orang tua dari ADON MOITO 
yaitu saksi IBRAHIM MOITO alias KA’BURA sambil saksi 
berkata “mari kita jaga sama-sama keamanan”. 
8. Bahwa sesuai keterangan terdakwa, pada saat pulang 
terdakwa mengganti celana panjang yang dipakainya 
dengan celana pendek, dan mengambil pisau badik 
dengan menyembunyikanya didalam kaos terdakwa 
dipinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa kembali 
menuju ke tempat acara sunatan yang telah selesai; 
9. Bahwa sekitar jam 24.30 WITA korban ILYAS TANTU 
alias ELIS bersama saksi RAHMAN TANTU alias NIKO 
keluar dari tempat acara sunatan menuju sepeda motor 
milik saksi SULEMAN LADIKU alias EKON yang diparkir, 
dan pada saat itu sepeda motor diparkir dekat pertigaan 
jalan pasar marisa kompleks jembatan huludebunggu; 
10. Bahwa pada saat korban dan saksi RAHMAN TANTU 
alias NIKO berjalan bersama dan sebelum sampai di 
parkiran motor tiba-tiba seorang menggunakan kaos 
warna kuning yaitu terdakwa USTON MOITO alias UTON 
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datang dari arah depan langsung menyerang ILYAS 
TANTU alias ELIS; 
11. Bahwa pada saat penyerangan korban oleh terdakwa 
tersebut, sesuai keterangannya saksi RAHMAN TANTU 
alias NIKO tidak mengetahui kalau saat ini terdakwa 
menggunakan apa, akan tetapi saksi hanya mendengar 
mendengar bunyi kemudian saksi RAHMAN TANTU alias 
NIKO mengatakan kepada terdakwa “KURANG AJAR 
NGANA” selanjutnya setelah itu terdakwa langsung lari, 
kemudian saksi RAMAT TANTU alias NIKO berusaha 
mengejar terdakwa dan oleh karena saksi mendengar ada 
orang berkata terdakwa membawa “pisau badik” 
kemudian saksi RAHMAN TANTU alias NIKO melihat 
terdakwa mengacung-acungkan badik kemudian 
melarikan diri; 
12. Bahwa sesuai keterangan saksi YAHYA TOWALO saksi 
melihat korban ILYAS TANTU alias ELIS mau diantar 
pulang oleh saksi RAHMAN TANTU alias NIKO, tiba-tiba 
terdakwa muncul dan bertabrakan dengan korban ILYAS 
TANTU alias ELIS, kemudian korban terjatuh dan saksi 
juga sempat berusaha mengejar terdakwa; 
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13. Bahwa sesuai keterangan saksi YUSUF SAKUE pada 
saat kejadian penikaman yang berada didekat korban 
dengan jarak ± 3 meter, terdakwa pada saat itu memakai 
baju warna kuning datang dari arah depan korban  ILYAS 
TANTU alias ELIS dan saksi RAHMAN TANTU alias NIKO 
kemudian terdakwa langsung menyerang korban dengan 
cara memukul menggunakan tangan kanan terkepal 
sebanyak dua kali dan mengenai bagian kepala korban 
ILYAS TANTU alias ELIS, selanjutnya korban jatuh dan 
terdakwa lari; 
14. Bahwa saksi YUSUF SAKUE tidak melihat terdakwa pada 
saat melakukan penikaman dan saksi melihat pada saat 
trdakwa mengayun-ayunkan pisau badik itangannya; 
15. Bahwa sesuai keterangan saksi SULEMAN LADIKU alias 
EKON, bahwa saksi meliahat terdakwa yang memakai 
baju berwarna kuning berlari meninggalkan tempat 
kejadian sambil membawa psau badik yang dipegang 
dengan tangan kanan dan dikejar oleh saksi YAHYA 
TOWALO; 
16. Bahwa akibat penikaman tersebut sesuai keterangan 
saksi MUHAMMAD ZAENAL, RAHMAN TANTU alias 
NIKO, saksi YUSUF SAKUE, saksi KISMAN ARSAD, 
saksi YAHYA TOWALO, dan saksi SULEMAN LADIKU 
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alias EKON, korban mengalami luka robek diperut, 
mengeluarkan banyak darah dan usus terburai keluar; 
17. Bahwa akibat penikaman tersebut sesuai Visum Et 
Repertum a.n. ILYAS TANTU  Nomor : 0452/VER/RSUD-
PHWT/18/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh Dokter LISANTI MOHAMAD selaku 
Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato 
diketahui adanya luka robek diperut dengan usus terburai 
diakibatkan oleh trauma tajam; 
18. Bahwa akibat penikaman tersebut sesuai keterangan 
ahlimengakibatkan putusnya pembuluh darah mesentrika 
sperior yang tidak bisa dijahit dengan fasilitas yang ada di 
RSUD Pohuwato dan penyebab meninggalnya korban 
adalah putusnya pembuluh darah mesentrika sperior. 
19. bahwa akibat penikaman tersebut korban meninggal dunia 
sebagaimana surat  keterangan kematian Nomor : 
800/RSUD-PHWT/360/VII/2013 yang ditanda tangani oleh 
Dokter LISANTI MOHAMMAD pada tanggal 17 Juli 2013 
dengan luka pada bagian perut sebelah kiri dan 
bersesuaian dengan visum et repertum yang dibuat oleh 
dokter LISANTI MOHAMMAD; 
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20. bahwa sesui keterangan saksi WIRANTI NDUNGO alias 
IAN, saksi UDIN YUSUF, saksi MUHAMMAD ZAENAL, 
saksi RAHMAN TANTU alias NIKO, saksi YUSUF 
SAKUE, dan saksi KISMAN ARSAD jarak waktu antara 
kejadian pertama yaitu pemukulan dengan kejadian kedua 
yaitu penikaman adalah sekitar 1 (satu) jam; 
21. bahwa sesuai keterangan terdakwa pisau yang digunakan 
untuk menikam korban baru 2 (dua) hari sebelumnya 
dibuat; 
22. bahwa terungkap pisau yang digunakan oleh terdakwa 
adalah pisau yang dibawa terdakwa dari rumahnya dan 
disebunyikan di dalam kaos terdakwa dipinggang sebelah 
kiri. 
 
Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah 
menunjukkan bahwa niat untuk membunuh korban telah ada 
dan terdakwa mempunyai waktu atau kesempatan untuk 
mengurungkan niatnya, namun tidak dilakukannya dan ia 
dalam melakukan perbuatannya itu telah ada persiapan yaitu 
pada saat pulang terdakwa mengganti celana panjang yang 
dipakainya dengan celana pendek, dan mengambil pisau 
badik dengan menyembunyikanya didalam kaos terdakwa 
dipinggang sebelah kiri, dengan demikian unsur direncanakan 
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terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, 
sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan; 
d) Merampas atau menghilangkan nyawa orang lain 
Bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang 
lain” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) 
syarat, yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya 
suatu kematian, dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat 
(causal verband) antara wujud perbuatan dengan akibat 
kematian (hilangnya nyawa orang lain).  
Bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam 
bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat 
melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, dipersidangan 
didapati fakta bahwa terdakwa datang langsung memukul 
korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal 
dengan diarahkan ke wajah korban sebanyak 1 kali dan saat itu 
juga terdakwa langsung mengambil pisau badik kemudian 
menusukannya kearah tubuh korban, kebagian perut sebelah 
kiri sehingga usus korban terburai keluar dari dalam perut dan 
terdakwa langsungg melarikan diri.  
Dari perbuatan terdakwa nyata menunjukkan adanya 
gerakan dari anggota tubuh terdakwa yaitu pada saat 
menggerakkan badik ke arah korban ILYAS TANTU , dengan 
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demikian nyatalah terungkap bahwa telah ada wujud dari 
perbuatan yang dimaksud; 
Bahwa mengenai adanya kematian, dipersidangan 
terungkap bahwa korban ILYAS TANTU mengalami luka-luka 
sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, 
sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum a.n. ILYAS 
TANTU  Nomor : 0452/VER/RSUD-PHWT/18/V/2013 tertanggal 
14 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter 
LISANTI MOHAMAD selaku Dokter Pemerintah pada RSUD 
Kabupaten Pohuwato yang pada pokoknya menerangkan 
bahwa korban mengalami luka robek pada beberapa bagian 
tubuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tajam hingga 
meninggal dunia, dengan demikian mengenai kematian korban 
ini telah nyata terungkap dipersidangan. 
Bahwa mengenai hubungan causal verband antara 
wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur 
hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti: teori 
syarat condition sine qua non atau teori khusus, dan lain-lain, 
akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat 
dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan 
causal verband adalah arrest Hoog Militer Gerechtschof tanggal 
8 Februari 1924 yang menyatakan “sebab dari akibat dapat 
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dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan 
dengan akibat”. 
Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah 
mengakibatkan hilangnya nyawa korban ILYAS TANTU 
sehingga terhadap unsur ini Penulis berpendapat telah 
terpenuhi. 
Berdasarkan penjelasan Penulis di atas maka dapat dilihat 
dan disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah 
terpenuhi dan terbukti menurut hukum.  
Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap 
dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi 
semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada 
Perkara Pidana Nomor : 48/ Pid.B/ 2013 / PN.MRS 
 
1) Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada 
Perkara Pidana Nomor : 48/ Pid.B/ 2013 / PN.MRS 
Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu 
perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. 
Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus 
memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya 
kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang 
bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan 
adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif 
tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim 
lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan 
moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk 
perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi 
kalangan teoritisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani 
sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan 
yang lebih tinggi. 
Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa yang 
memeriksa dan menyidangkan perkara pidana ini, sebelum 
menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan 
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peristiwa hukum dan norma-norma hukum yang berkenan dengan 
fakta yang terungkap di muka persidangan. 
Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Marisa 
pada pokoknya adalah sebagai berikut : 
Menimbang bahwa dalam dakwaan primair perbuatan 
terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut : 
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja; 
3. Dan direncanakan terlebih dahulu; 
4. Merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. 
 
Ad. 1. Unsur Barang Siapa 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” 
adalah perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai 
pendukung hak dan kewajiban yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya (toerekening van 
baarheid). 
Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah 
mengajukan Terdakwa USTON MOITO alias UTON yang 
identitasnya sama seperti yang tersebut dalam surat dakwaan 
mengingat perananya dalam suatu peristiwa  tindak pidana yang 
didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan 
84 
 
berlangsung, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti 
jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan 
adanya perilaku jamani maupun rohani yang berdasarkan alasan-
alasan pembenaran dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari 
kemampuan untuk bertanggungjawab sertatidak terdapat satu pun 
petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (error in 
persona). 
Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut 
diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan, tetapi apakah terdakwa pelaku tindak pidana 
atau tidak hal ini harus dibuktikan. 
 
Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja 
Menimbang bahwa menurut Memori Van Toelaigting sengaja 
adalah wilen en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri 
Si Pelaku haruslah terdapat pengetahuan dan sekaligus kehendak 
untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya. 
Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan 
telah ternyata terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dengan 
menusuk menggunakan pisau badik yang ditujukan pada bagian 
tubuh setiap orang kan menimbulkan luka atau matinya orang. 
Fakta ini jelas memperlihatkan adanya suatu pengetahuan dalam 
diri terdakwa tentang akibat dari suatu tusukan atau tikaman 
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dengan menggunakan pisau badik terhadap tubuh orang / manusia. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengetahui apa 
yang dia lakukan dalam perkara ini. 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan tusukan atau tikaman yang dilakukan oleh terdakwa 
USTON MOITO alias UTON dengan menggunakan pisau badik 
miliknya memang ditujukan kepada saksi korban ILYAS TANTU 
alias ELIS sebab menurut saksi-saksi terdakwa USTON MOITO 
alias UTON datang dengan menabrak korban ILYAS TANTU alias 
ELIS,langsung memukul dan menikam korban, sehingga dari fakta 
tersebut menunjukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang 
ditujukan kepada korban, karena perbutan tersebut telah nyata 
ditujukan kepada korban maka hal tersebut juga merupakan 
kehendak dari terdakwa dengan demikian cukup beralasan bagi 
Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalam diri terdakwa sudah 
terdapat suatu pengatahuan dan sekaligus suatu kehendak untuk 
melakukan suatu perbuatan, dan akibat dari perbuatan terdakwa 
korban mengalami luka diperut dengan usus terburai keluar 
sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum a.n. ILYAS TANTU  
Nomor : 0452/VER/RSUD-PHWT/18/V/2013 tertanggal 14 Mei 
2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter LISANTI 
MOHAMAD selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten 
Pohuwato. 
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Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut 
korban meninggal dunia, sebagaiman surat keterangan kematian 
Nomor : 800/RSUD-PHWT /360/VII/2013, tertanggal 17 Juli 2013, 
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISANTI MOHAMAD   
selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato, 
sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan 
sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; 
 
Ad.3  Unsur Dan Direncanakan Terlebih dahulu. 
Menimbang, bahwa megenai adanya perencanaan terlebih 
dahulu dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan suatu niat sejak 
semula sudah dipertimbangkan dengan tenang, adanya tenggang 
waktu panjang atau pendek, pemikiran yang tenang dan pelaku 
juga harus memertimbangkan akibat-akibat dari perbuatannya 
tersebut; 
Menimbang bahwa menurut pendapat Drs. Paf Lumintang, 
SH. dalam bukunya  delik-delik khusus / kejahatan terhadap nyawa, 
tubuh dan kesehatan (cetakan ke-II tahun 2012 hal 32) ditentukan 
unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam opzet: 
a) Bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui tindakannya 
itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain: 
b) Bahwa terdakwa menghendaki yang akan dihilangkan itu 
adalah nyawa, dan 
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c) Bahwa terdakwa mengetahui yang hendak ia hilangkan itu 
ialah nyawa orang lain. 
 
Menimbang begitu juga dengan unsur direncanakan terlebih 
dahulu Prof. Simon berpendapat : 
“Orang hanya dapat berbicara tentang adanya 
perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu 
tindak pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya 
dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula 
telah mempertimbangkan  tentang kemungkinan-
kemungkinan dan tenntang akibat-akibat dari tindakannya; 
Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya 
dengan waktu pelaksanaannya dari rencana tersebut selalu 
harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal 
seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia 
maksud untuk dilakukan, kiranya sulit berbicara tentang 
adanya sutau perencanaan terlebih dahulu (idem hal 53)” 
 
Menimbang bahwa pendapat tersebut diatas telah diikuti 
oleh Hoge Raad dalam putusannya tanggal 22 Maret 1909 dan 
tanggal 2 Desember 1940 yang menyatakan : 
“Untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan 
terlebih dahulu” atau “orbedachte raad” diperlukan suatu 
jangka waktu singkat ataupun panjang untuk 
mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si Pelaku 
haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari 
perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya 
untuk memikirkan kembali rencananya.” 
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“Apabila didalam putusan Hakim ditetapkan bahwa 
pembunuhan itu telah dilakukan setelah megadakan 
pertimbangan secara tenang dan dan direncanakan dengan 
tenang pula, maka ini berarti bahwa tertuduh telah beralih 
pada pelaksanaan untuk membunuh korban sesuai dengan 
rencana yang telah dibuatnya, setelah ia meyakinkan dirinya 
akan arti dan akibat dari perbuatannya, setelah ia 
meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya 
didalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk 
memikirkan kembali mengenai rencananya itu. (Hukum 
Pidana Indonesia, Oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. 
Djisman Samosir, SH. hal 204)” 
 
 
Menimbang bahwa unsur-unsur yang Majelis Hakim uraikan 
apakah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan ungkapkan fakta-fakta 
hukum sebagai berikut : 
1. Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 
2013, sekitar jam 19.00 WITA sampai dengan jam 23.30 
WITA di Desa Marisa Utara, Kec. Marisa Kab. Pohuwato 
dirumah saksi WIRANTI NDUNGO alias IAN diadakan 
acara sunatan dengan hiuran musik orjen; 
2. Bahwa setelah acara selesai sekitar pukul 23.30 WITA 
ditempat tersebut telah terjadi keributan, sesuai 
keterangan saksi WIRANTI NDUNGO alias IAN dan saksi 
UDIN YUSUF alias UDIN bahwa pada awalnya korban 
ILYAS TANTU alias ELIS bertabrakan dengan adik 
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terdakwa ADON MOITO kemudian ADON MOITO 
langsung memukul korban ILYAS TANTU alias ELIS, 
mengakibatkan tubuh korban mundur ke belakang hampir  
terjatuh; 
3. Bahwa berdasar keterangan terdakwa, korban ILYAS 
TANTU alias ELIS memukul adik terdakwa ADON MOITO 
sehingga kemudian terdakwa langsung menghampiri 
korban dan memukul korban sebanyak dua kali pada pipi 
korban; 
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi KISMAN ARSAD 
pada saat keributan tersebut orang tua terdakwa juga 
orang tua dari ADON MOITO yaitu saksi IBRAHIM MOITO 
alias KA’BURA ikut berusaha memukul korban; 
5. Bahwa adanya keributan antara korban dengan terdakwa,  
ADON MOITO dan saksi IBRAHIM MOITO alias 
KA’BURA, sesuai keterangan saksi MUHAMMAD 
ZAENAL, saksi RAHMAN TANTU alias NIKO, saksi 
KISMAN ARSAD sehingga saksi-saksi tersebut berusaha 
untuk melerai dan memisahkan korban ILYAS TANTU 
alias ELIS dengan ADON MOITO, terdakwa dan saksi 
IBRAHIM MOITO alias KA’BURA. 
6. Bahwa sesui keterangan saksi RAHMAN ZAENAL yang 
ikut melerai dan memisahkan, setelah dilerai dan 
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dipisahkan saksi MUHAMMAD ZAENAL sempat mmeriksa 
ADON MOITO dan terdakwa namun tidak ditemukan 
senjata tajam, kemudian menyuruh keduanya pulang; 
7. Bahwa sesuai keterangan saksi KISMAN ARSAD, bahwa 
pada keributan tersebut saksi memisahkan dan merangkul 
orang tua terdakwa  juga orang tua dari ADON MOITO 
yaitu saksi IBRAHIM MOITO alias KA’BURA sambil saksi 
berkata “mari kita jaga sama-sama kemamanan”. 
8. Bahwa sesuai keterangan terdakwa, pada saat pulang 
terdakwa mengganti celana panjang yang dipakainya 
dengan celana pendek, dan mengambil pisau badik 
dengan menyembunyikanya didalam kaos terdakwa 
dipinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa kembali 
menuju ke tempat acara sunatan yang telah selesai; 
9. Bahwa sekitar jam 24.30 WITA korban ILYAS TANTU 
alias ELIS bersama saksi RAHMAN TANTU alias NIKO 
keluar dari tempat acara sunatan menuju sepeda motor 
milik saksi SULEMAN LADIKU alias EKON yang diparkir, 
dan pada saat itu sepeda motor diparkir dekat pertigaan 
jalan pasar marisa kompleks jembatan huludebunggu; 
10. Bahwa pada saat korban dan saksi RAHMAN TANTU 
alias NIKO berjalan bersama dan sebelum sampai di 
parkiran motor tiba-tiba seorang menggunakan kaos 
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warna kuning yaitu terdakwa USTON MOITO alias UTON 
datang dari arah depan langsung menyerang ILYAS 
TANTU alias ELIS; 
11. Bahwa pada saat penyerangan korban oleh terdakwa 
tersebut, sesuai keterangannya saksi RAHMAN TANTU 
alias NIKO tidak mengetahui kalau saat ini terdakwa 
menggunakan apa, akan tetapi saksi hanya mendengar 
mendengar bunyi kemudian saksi RAHMAN TANTU alias 
NIKO mengatakan kepada terdakwa “KURANG AJAR 
NGANA” selanjutnya setelah itu terdakwa langsung lari, 
kemudian saksi RAMAT TANTU alias NIKO berusaha 
mengejar terdakwa dan oleh karena saksi mendengar ada 
orang berkata terdakwa membawa “pisau badik” 
kemudian saksi RAHMAN TANTU alias NIKO melihat 
terdakwa mengacung-acungkan badik kemudian 
melarikan diri; 
12. Bahwa sesuai keterangan saksi YAHYA TOWALO saksi 
melihat korban ILYAS TANTU alias ELIS mau diantar 
pulang oleh saksi RAHMAN TANTU alias NIKO, tiba-tiba 
terdakwa muncul dan bertabrakan dengan korban ILYAS 
TANTU alias ELIS, kemudian korban terjatuh dan saksi 
juga sempat berusaha mengejar terdakwa; 
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13. Bahwa sesuai keterangan saksi YUSUF SAKUE pada 
saat kejadian penikaman yang berada didekat korban 
dengan jarak ± 3 meter, terdakwa pada saat itu memakai 
baju warna kuning datang dari arah depan korban  ILYAS 
TANTU alias ELIS dan saksi RAHMAN TANTU alias NIKO 
kemudian terdakwa langsung menyerang korban dengan 
cara memukul menggunakan tangan kanan terkepal 
sebanyak dua kali dan mengenai bagian kepala korban 
ILYAS TANTU alias ELIS, selanjutnya korban jatuh dan 
terdakwa lari; 
14. Bahwa saksi YUSUF SAKUE tidak melihat terdakwa pada 
saat melakukan penikaman dan saksi melihat pada saat 
trdakwa mengayun-ayunkan pisau badik itangannya; 
15. Bahwa sesuai keterangan saksi SULEMAN LADIKU alias 
EKON, bahwa saksi meliahat terdakwa yang memakai 
baju berwarna kuning berlari meninggalkan tempat 
kejadian sambil membawa psau badik yang dipegang 
dengan tangan kanan dan dikejar oleh saksi YAHYA 
TOWALO; 
16. Bahwa akibat penikaman tersebut sesuai keterangan 
saksi MUHAMMAD ZAENAL, RAHMAN TANTU alias 
NIKO, saksi YUSUF SAKUE, saksi KISMAN ARSAD, 
saksi YAHYA TOWALO, dan saksi SULEMAN LADIKU 
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alias EKON, korban mengalami luka robek diperut, 
mengeluarkan banyak darah dan usus terburai keluar; 
17. Bahwa akibat penikaman tersebut sesuai Visum Et 
Repertum a.n. ILYAS TANTU  Nomor : 0452/VER/RSUD-
PHWT/18/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh Dokter LISANTI MOHAMAD selaku 
Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato 
diketahui adanya luka robek diperut dengan usus terburai 
diakibatkan oleh trauma tajam; 
18. Bahwa akibat penikaman tersebut sesuai keterangan ahli 
mengakibatkan putusnya pembuluh darah mesentrika 
sperior yang tidak bisa dijahit dengan fasilitas yang ada di 
RSUD Pohuwato dan penyebab meninggalnya korban 
adalah putusnya pembuluh darah mesentrika sperior. 
19. Bahwa akibat penikaman tersebut korban meninggal 
dunia sebagaimana surat  keterangan kematian Nomor : 
800/RSUD-PHWT/360/VII/2013 yang ditanda tangani oleh 
Dokter LISANTI MOHAMMAD pada tanggal 17 Juli 2013 
dengan luka pada bagian perut sebelah kiri dan 
bersesuaian dengan visum et repertum yang dibuat oleh 
dokter LISANTI MOHAMMAD; 
20. bahwa sesui keterangan saksi WIRANTI NDUNGO alias 
IAN, saksi UDIN YUSUF, saksi MUHAMMAD ZAENAL, 
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saksi RAHMAN TANTU alias NIKO, saksi YUSUF 
SAKUE, dan saksi KISMAN ARSAD jarak waktu antara 
kejadian pertama yaitu pemukulan dengan kejadian kedua 
yaitu penikaman adalah sekitar 1 (satu) jam; 
21. bahwa sesuai keterangan terdakwa pisau yang digunakan 
untuk menikam korban baru 2 (dua) hari sebelumnya 
dibuat; 
22. bahwa terungkap pisau yang digunakan oleh terdakwa 
adalah pisau yang dibawa terdakwa dari rumahnya dan 
disebunyikan di dalam kaos terdakwa dipinggang sebelah 
kiri. 
23. Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis 
Hakim berpendapat terdakwa jelas melakukan 
perbutannya yaitu menikam saksi korban tidak dengan 
secara spontanitas, tetapi terdakwa pada saat setelah 
kejadian pertama yaitu pemukulan terdakwa yang tidak 
membawa pisau pulang kerumahnya; 
24. Bahwa setelah sampai dirumahnya terdakwa sempat ganti 
celana panjang yang dipakainya dengan celana pendek 
serta terdakwa membawa pisau badik miliknya dengan 
menyembunyikan didalam kaosnya di pingang sebelah 
kiri, kemudian terdakwa kembali menuju ketempat acara 
sunatan yang telah selesai; 
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25. Bahwa pada saat terdakwa berjalan menuju ke tempat 
acara tersebut terdakwa bertemu dengan korban dan 
langsung menabrak korban dengan cara meninju 
sebanyak dua kali serta menikam dengan menggunakan 
pisau badik yang dibawa terdakwa; 
26. Menimbang bahwa antara kejadian pertama pemukulan 
dengan kejadian kedua penikaman terhadap korban, 
sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terdakwa 
masih memiliki waktu untuk memikirkan, memikirkan 
sebab akibat perbuatannya, baik pada diri terdakwa 
maupun pada korban, sehingga berdasar pertimbangan 
tersebut diatas menurut Majelis Hakim  unsur adanya 
perencanaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. 
 
Ad. 4 Merampas atau Menghilangkan Nyawa Orang Lain 
Menimbang bahwa unsur merampas atau menghilangkan 
nyawa orang lain mengandung pegertian adanya akibat yang timbul 
dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa 
orang lain, dimana akibat tidak perlu segera akan teapi dapat timbul 
kemudian; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap dipesidangan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, 
sekitar jam 24.30 WITA terdakwa USTON MOITO alias UTON telah 
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menikam korban ILYAS TANTU alias ELIS dengan menggunakan 
badik yang diarahkan keperut korban; 
Bahwa sesuai keterangan saksi KISMAN ARSAD, saksi 
MUHAMMAD ZAENAL, saksi RAHMAN TANTU alias NIKO, saksi 
YUSUF SAKUE, saksi YAHYA TOWALO, dan saksi SULEAMAN 
LADIKU alias EKON akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami  
luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan usus terburai keluar; 
Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum a.n. 
ILYAS TANTU  Nomor : 0452/VER/RSUD-PHWT/18/V/2013 
tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 
Dokter LISANTI MOHAMAD selaku Dokter Pemerintah pada RSUD 
Kabupaten Pohuwato, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan 
luka robek diperut ukuran enam centimeter kali lima centimeter 
koma usus terburai titik; 
Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa pada saat itu 
pasien (dalam perkara ini adalah korban) datang dalam keadaan 
kritis dan segera dilakukan tindakan operasi dan pada saat operasi 
ditemukan luka robek pada usus halus didua tempat dengan 
ukuran masing-masing 2x3 cm dan ditemukanya putus pembuluh 
darah mesentrika superior  yang tidak bisa dijahit dengan fasilitas 
yang ada di RSUD Pohuwato. 
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Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli, korban ILYAS 
TANTU alias ELIS meninggal dunia akibat putusnya pembuluh 
darah mesentrika superior dan dikuatkan dengan surat keterangan 
kematian Nomor : 800/RSUD-PHWT/360/VII/2013 yang ditanda 
tangani oleh Dokter LISANTI MOHAMMAD pada tanggal 17 Juli 
2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.LISANTI MOHAMAD 
selaku dokter pemerintah ada RSUD Kabupaten Pohuwato; 
Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut jelas 
hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang 
dialami korban, yaitu perbuatan terdakwa USTON MOITO alias 
UTON dengan menikam badik ke arah perut korban ILYAS TANTU 
alias ELIS menyebabkan korban meninggal, sehingga berdasar 
pertimbangan tersebut unsur merampas atau menghilangkan 
nyawa orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; 
Menimbang oleh karena dakwaan Primair penuntut umum 
telah terbukti secara sah meyakinkan, maka terhadap dakwaan 
selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali; 
Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dari 
persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 
melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa 
baik itu merupakan alasan pembenaran maupun alasan pemaaf. 
Dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa mampu 
bertanggungjawab. 
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Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu 
bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia 
lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, 
karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan 
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA 
sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair; 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan 
terbkti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 
193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar 
pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka 
perlu dipertimbangkan terelebih dahulu hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan sebagai berikut: 
Hal-hal yang memberakan  
1. Akibat perbuatan terdakwa, korban ILYAS TANTU alias 
ELIS meninggal dunia; 
2. Terdakwa mabuk; 
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 
4. Antara terdakwa (keluarga terdakwa) dengan keluarga 
korban belum ada perdamaian. 
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Hal-hal yang meringankan  
1. Terdakwa secara nyata atau sunguh-sunguh telah 
menunjukan rasa penyesalannya; 
2. Terdakwa belum pernah dihukum; 
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; 
 
Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap 
diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, 
dismaping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak 
mengurangkan masa penangkapan an penahanan tersebut maka 
berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan 
penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan. 
Menimbang oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri 
terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya 
disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk 
mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 
ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam 
tahanan. 
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2) Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir 
(vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana 
(penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan 
pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa 
yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan 
tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu 
tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa.  
Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada 
dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan 
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal 
tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. 
Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya Si Pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi 
unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat 
dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, 
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan 
perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau 
peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.  
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Dalam putusan Nomor : 48/ Pid.B/ 2013 / PN.MRS, proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku 
seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu 
berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat 
bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan 
keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa 
melakukan pembunuhan. Lalu kemudian mempertimbangkan 
tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim 
berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa 
terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. 
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi 
yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan 
penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis 
Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan 
terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara 
yang sangat keji, membuat luka yang dalam terhadap keluarga 
korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan 
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adalah para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, 
terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terakhir 
terdakwa memiliki tanggungan keluarga. 
Perihal Hakim menjatuhkan putusan hukuman penjara 
selama 17 tahun terhadap terdakwa lebih tinggi dari tuntutanJaksa 
Penuntut Umum, Penulis sependapat dengan vonis Majelis Hakim 
yang memberikan hukuman penjara tersebut dengan alasan 
terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut yang oleh 
perbuatannya telah menghilangkan nyawa korban dengan 
menikam perut korban dengan sebuah badik hingga korban luka 
berat sesuai dengan laporan Ahli dalam Visum et Repertum atas 
nama korban ILYAS TANTU alias ELIS yang menyebabkan korban 
meninggal, ditambah lagi dengan perbuatan terdakwa tesrebut 
telah menimbulkan keresahan dimasyarakat.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
C. Kesimpulan 
1. Laporan Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sah hal 
ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) 
huruf b dan huruf c KUHAP, dimana keeterangan ahli yang 
dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada 
bukti lain yang melemahkan. Visum et repertum adalah alat bukti 
otentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan 
dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. Visum et 
repertum juga sangat berperan dalam membuktikan suatu 
perkara pidana di pengadilan seperti dalam kasus yang diteliti 
oleh penulis bahwa dengan adanya visum et repertum dapat 
membantu dalam membuktikan kebenaran unsur kedua dan 
ketiga dalam tuntutan Penuntut Umum, begitupun dalam 
dakwaannya.  
2. Tindakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Marisa yang 
menjadikan visum et repertum sebagai salah satu dasar 
pertimbangan dalam memutus perkara pidana Nomor : 48/ Pid.B/ 
2013 / PN.MRS sudah sesuai dengan ketentuan Pembuktian dan 
Putusan yang dimaksud dalam KUHAP,  karena  visum et 
repertum atas kekerasan yang mengakibatkan mati adalah 
104 
 
sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 
KUHAP. Jika dalam berkas perkara pidana dilampirakan visum 
et repertum, maka seharusnya hakim mempertimbangkannya 
sebagai alat bukti. Namun jika tidak ada visum et repertum, 
maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara berdasarkan 
Pasal 183 KUHAP yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah dan dari dua alat bukti yang sah itu hakim 
memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana. 
B.   Saran 
Meskipun tidak mutlak harus ada Visum et Repertum dalam 
pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat 
keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana, maka sebaiknya 
Visum et Repertum itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana 
yang objeknya adalah tubuh manusia. 
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